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Motto

Tuntutlah segala keperluan hidup untuk menjaga kehormatan dirimu sendiri.

Maka sesungguhnya semua itu terjadi menurut taqdir Allah.
(H.R. Ibn' Asakir”)

ladilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar (mendengarkan
orang mengaji), atau pencinta (mencintai ilmu) dan janganlah engkau jadi orang
yang kelima (artinya tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengarkan

pengajian, dan tidak mencintai ilmu), maka kamu akan hancur.
(H.R. Baihaqi *)

* Moh. Rifai, 1980, 300 Hadist Bekal Da'wah dan Pembina Pribadi Muslim,
Semarang: Wicaksana

v


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kepersembahkan karya tulis ini kepada

Ayahanda Surasno Adiprayitno dan Ibunda Supriyati atas segenap doa,
kasih sayang, pengorbanan dan perjuangannya.
Kakakku tersayang, Ari Puspitorini, A. Ma dan Joko Kristanto, A.Md
Seseorang yang selalu dekat dihatiku.

Almamaterku tercinta.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga penulis dapat
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bagi seluruh pembaca.

Jember, Mei 2001

Penulis

vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.........cciirieeerennennernsinessvage et Bt s s A e i
HALAMAN PERSETUJUAN ...........occconsieeneusnssnses Sinavssbisgasssossisinssssssisss il
HALAMAN PENGESAHAN .........oooiiii ettt 111
HALAMAN MOTTO ... e v
HALAMAN PERSEMBAHAN ... Y
KATA PENGANTARSWET 8 . T e o T onocaiers s vi
DAETARSISL.... 000 0 B s eeeoBone aitomme . . W SO ..o viii
DAEFTAR TABEL.. ...t crresniassnnesremenanes e e e res s st s ssssnnnes X
DAFTAR BAGEANI. U0 .. ... Lo v svinimsmnm simsas i Bt o ranne s nsens X1
DAFTAR LAMPIRAN ..ottt st i snens X1l
I. PENDAHULUAN
1.1 Latal Beaalalil o i b calfietie Bl et . ooz cavaiss |
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata
1.2.1Tujusn Praktek KenjaNvata. oo i ok 2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata............cccoocviniiiiiiininin, 3
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Singkat Lokasi Praktek Kerja Nyata.............................. 4
2.1.1 Tempat Kedudukan Perusahaan...................ccoiiinnn, 4
2.1.2 Letak PeruSalaan ... ssessisibussnsesnsesssssnnsessess 5
2.2 Wilayah Kerja AdminiStrasi ..........cccoeveiiiiiiiiiiiiiniicnnies e 5
2.2.1 Jember Utara (SKPH ULAIA) ........c.ccoeceamrmsenemsonnessisssvisississss 6
2.2.2 Selatan (SKPH Jember Selatan) .....................cc.occoeieeinneenn 6

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
2.3. 1 Strukhar OrgamiBaR .. .osiniisissimsaizs simrsinismisamimEme 7
2. 3. 2 TIEBIAD TRIBBE.....cvrsormrvscrrseantmimsmenmsmmmnesnamssmasssansss sssn i s esidenr 9

viii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.4 Kepegawaian

2:4.1 Tenaga Kena ........coens B e 16
2:4.2 KOMPENBABI .....ccvicnavmmsrmmsrerrommamvamansynossenncmnsassbs siRSas S84 THHH 37557 16
Z A3 Tam IR oot i fim srmsncommpisasayaino e st R ST RS SATT 17
2.4.4 Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan ... 18
2.4.5 Sistem Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 18
2.4.6 Tata Letak Perum Perhutani KPH Jember ... 19
2.5 Lapangan Usaha
M VProculeni 0. W BENE L CWBR Be c s 19
2.5. 2 PEMASATAN .......cccocvoorimreresersunssarassiummernresbopsassansseansssdng sbbbassiossssso 20

I1I. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Menentukan Lokasi dan Waktu ..o 23
3.1.2 Metede Pengumpulan Data ....... 85 o lllamos vororomesssrmmmmomrensss 23
3.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap ....................... 26
3.1.4 Pelaksanaan ?engisian dan Penghitungan SPT Tahunan PPh
Pasal 21atas Pegawal TEtAD .....omitthmsmaein s spinvmsnibafs 28
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Pda Perum Perhutani KPH Jember Dalam
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakannya ... 40
IVIPENUTUP ........ cteiciioescsostoeiieecsttsssshiliin « {lanesssnsessanss  sessassas ranss ssssssindsgipsossss 45
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

X


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar kegiatan PKN di Perum Perhutani KPH Jember .................... 25

Tabel 2 : Laporan pengolahan data besarnya Pajak Penghasilan pasal 21 yang
terutang atas pegawai tetap berdasarkan pengelompokan golongan
UNtUK ARUN 1999 . st e e eee e e e e e ee e eee 43


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR BAGAN

Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember .................................

xi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2

© N w s W

DAFTAR LAMPIRAN

Surat pengantar Praktek Kerja Nyata.

Surat Tugas Praktek Kerja Nyata pada Perum Perhutani KPH Jember.
Surat Absensi Praktek Kerja Nyata.

Surat keterangan telah selesai Praktek Kerja Nyata.

SPT Tahunan PPh pasal 21.

Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke 3.

Lembar Pengawasan Arus Dokumen.

Bukti Penerimaan Surat.

Xil


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

L. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu rumah tangga besar setiap tahun rumah tangga besar
itu harus menyediakan dana yang besar pula untuk segala keperluannya. Biaya itu
berasal dari berbagai jenis penerimaan, termasuk pajak. Meningkatnya peran
pajak dalam konfigurasi penerimaan Dalam Negeri, menunjukkan besarnya
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang semakin besar pula. Penerimaan
Dalam Negeri (dari pajak ) semakin besar jika semua wajib pajak memenuhi
kewajibannya.

Berdasarkan peraturan pemerintah no 15 Tahun 19972 tujuan pokok
daripada pembentukan Perum Perhutani adalah meningkatkan pendapatan
nasional dengan cara melakukan kegiatan produksi dibidang pengusahan hutan
berupa penanaman, ekploitasi, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

' Pada umumnya didirikannya suatu perusahan umum seperti perhutani
bertujuan untuk melayani kepentingan umum, mencapai tujuan tertentu dan
menunjang pertumbuhan perusahaan. Suatu perusahaan dalam menjalankan
operasinya mempunyai tujuan yang hampir sama. Walaupun tujuan tersebut
pempunyai prioritas yang berbeda. Namun pada dasarnya tujuan didirikannya
suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan
mem perhatikan kesejahteraan karyawan.

Banyak hal yang mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan salah
satunya adalah dengan memperhatikan dan meningkatkan penanganan dalam hal
perpajakan dalam suatu perusahaan. Dalam laju pertumbuhan ekonomi di era
reformasi saat ini, maka penulis ingin mengetahui secara langsung mengenai
pelaksanaan perhitungan perpajakan pada perum perhutani KPH Jember yang
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena perum perhutani sebagai
wajib pajak yang wajib melaksanakan perhitungan perpajakannya secara benar

berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini perum
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perhutani sebagai wajib pajak setiap tahun setelah tahun pajak berakhir harus
memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan ( SPT Tahunan PPh ) ke kantor pelayanan pajak /
kantor penyuluhan pajak.

Khusus untuk Pajak Penghasilan (PPh) sejak tanggal 2 Agustus 2000
berlaku Undang-Undang pajak yang baru yaitu UU RI Nomor 17 Tahun 2000
(UU RI Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983
tentang PPh sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1991). UU RI
Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 9 Tahun 1994
tentang perubahan untuk UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Dalam sistem self- Assessment yang dianut oleh negara
kita, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan ) PPh merupakan sarana bagi
wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan dibayar dalam
tahunpajak yang bersangkutan. Dengan demikian Undang-Undang memberikan
kepercayaan kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban
perpajakannya dengan baik.

Atas dasar uraian di atas maka penulis lebih mengkhususkan pada SPT
Tahunan PPh pasal 21dan mengambil judul sebagai bahan penulisan laporan
Praktek Kerja Nyata sebagai berikut:

“Pelaksanaan Penghitungan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada Perum Perhutani Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Jember ™.

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN

1.2.1 Tujuan PKN
Untuk memperoleh pengalaman secara langsumg pelaksanaan kegiatan
perhitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap di Kantor Perum
Perhutani KPH Jember.
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1.2.2 Kegunaan PKN

a.

Bagi Mahasiswa

1) Memberikan pengalaman yang lebih lengkap tentang teori-teori yang
telah diperoleh di bangku kuliah dengan praktek kerja nyata khisusnya
dalam bidang perpajakan schingga dapat lebih memahami
penyelesaian dengan prosedur dan metode yang telah ditetapkan .

2) Memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penghitungan
SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap di kantor perum
perhutani KPH Jember.

Bagi Instansi

1) Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melaksanakan
penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap schingga
dapat meningkatkan kepatuhan dalam penyetoran dan pelaporan SPT
Tahunan PPh pasal 21 ke kantor pelayanan pajak setempat.

2) Menjadikan suatu sarana penghubung antara instansi dan lembaga
pendidikan tinggi.

Bagi Universitas

1) Sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan kurikulum di masa
vang akan datang.

2) Sebagai suatu sarana untuk melihat pemahaman mahasiswa terhadap
teori yang telah diberikan dalam menghadapi berbagai masalah yang

timbul dalam lingkungan kerja.
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II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Lokasi Praktek Kerja Nyata (PKN)

Sejarah berdirinya perum perhutani KPH Jember dimulai sejak jaman
Belanda yaitu sebelum tahun 1942 dengan nama Dienst Boschwsen Bosch District
Jember. Kemudian pada jaman Jepang tahun 1942 namanya berubah menjadi
Erinsyo. Pada tahun 1945 Erinsyo berubah menjadi Jawatan Kehutanan Daerah
Hutan Jember. Perum perhutanui merupakan perusahaan negara dibawah
Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan peraturan
pemerintah pengganti Undang-Undang No. 10 Tahun 1960 tentang perusahaan
negara. Perubahan bentuk badan hukum dari bentuk perusahaan negara menjadi
perusahaan didasarkan pada Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun
1969 tentang penyederhanaan perusahaan negara ke dalam bentuk BUMN yaitu
Perum, Perjan dan Persero. Berdasarkan Inpres tersebut, perusahaan kehutanan
negara diubah menjadi perum perhutani dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia No. 15 Tahun 1972 maka perusahaan kehutanan negara KPH Jember
diubah menjadi perum perhutani KPH Jember sampai sekarang.

Suatu perusahaan akan bisa berkembang atau tidak sangat bergantung
pada lokasi perusahaan tersebut jadi lokasi merupakan salah satu faktor yang
sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Karena itu di
dalam menetapkan letak suatu perusahaan harus memperhatikan rencana masa
depan sebagai berikut.

2.1.1 Tempat Kedudukan Perusahaan
Perum perhutani KPH Jember berkedudukan di JI. S. Parman No.4
Jember merupakan kesatuan pemangku hutan (KPH) dari perum perhutani
Unit II Jatim yaitu terletak di JI. Genteng kali No. 49 Surabaya. Perum
berhutam' KPH Jember ini bergerak dalam bidang produksi hasil hutan
berupa bahan baku bangunan dan khusus pengolahan getah pinus KPH
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Jember mengelola pabrik gondorukem dan terpentin yang berlokasi di
Garahan kabupaten Jember.
2.1.2 Letak Perusahaan

Letak perusahaan merupakan tempat dimana perusahaan menjalankan
aktivitasnya. Adapun letak perum perhutani KPH Jember berada di masing-
masing daerah yaitu Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH), Tempat
Penampungan Kayu (TPK) masing-masing serta Pabrik Gondorukem dan
Terpentin (PGT) di Garahan.

Alasan pendirian perum perhutani di Jember adalah karena keadaan
alamnya yang sangat memadai, disamping itu perum perhutani terikat dengan
keadaan alam. Perum perhutani mempunyai wilayah yang sangat luas, vaitu
seluas 77.081,7 hektar hutan. Dibanding luas daerah seluruh kabupaten
Jember yang mempunyai wilayah 23,4% dari luas kabupaten Jember.

Tujuan didirikannya perum perhutani KPH Jember adalah untuk
pembangunan nasional khususnya di bidang kehutanan, yaitu :

a. mengadakan usaha-usaha produksi sesuai dengan kebijaksanaan
pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dengan cara
melakukan kegiatan-kegiatan produksi di bidang kehutanan berupa
penanaman, pemeliharaan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;

b. menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan menteri hutan
dengan berpedoman pada dasar dan prinsip ekonomi nasional;

¢. membuka kesempatan kerja bagi warga Indonesia agar dapat memberikan
dharma baktinya bagi karirnya dalam lapangan kehutanan yang sesuai

dengan kecakapan dan kemampuannya.

2.2 Wilayah kerja Administrasi

Wilayah kerja perhutani Jember seluruhnya berada dalam batas wilayah
adminstratif atau pemerintah kabupaten Dati 11 Jember. Pembagian wilayah kerja
KPH Jember terbagi atas 2 wilayah sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (SKPH)

antara lain sebagai berikut.
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2.2.1 Jember Utara (SKPH Utara)
- SKPH Jember Utara meliputi 4 bagian KPH, yaitu :
a. BKPH Lereng yang barat (LYB) terdiri dari :
1) RPH Karang Bayat
2) RPH Tanggul
3) RPH Sumber Kelopo
4) RPH Badean
b. BKPH Lereng Yang Timur (LYT) terdiri dari :
1) RPH Suci
2) RPH Arjasa
3) RPH Jelbuk
c. BKPH Sempolan terdiri dari :
1) RPH Sumber Salak
2) RPH Sumber Jati
3) RPH Garahan
d. BKPH Sumber Jambe terdiri dari :
1) RPH Slating '
2) RPH Cumedak
3) RPH Jambe Arum
2.2.2  Jember Selatan (SKPH Jember Selatan)
SKPH Jember Selatan meliputi 3 bagian KPH, yaitu :
a. BKPH Mayang terdiri dari :
1) RPH Silo
2) RPH Pace
3) RPH Seputih
4) RPH Umbul Sari
b. BKPH Ambulu terdiri dari :
1) RPH Mandiku
2) RPH Curah Takir

3) RPH Sabrang
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BKPH Wuluhan terdiri dari :
1) RPH Grintingan

2) RPH Glundengan

3) RPH Puger

2.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

2.3:1

Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau instansi adalah suatu kerangka yang
menggambarkan tingkat, garis komando ataupun pertanggungjawaban
yang ada pada perusahaan atau instansi.

Fungsi struktur organisasi dalam perusahaan / instansi sangatlah
penting guna mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab
masing-masing bagian. Dengan demikian maka kelancaran tugas daripada
proses pelaksanaan administrasi dan operasionalnya tidak mengalami
hambatan.

Di mana dalam suatu organisasi selalu terdapat rangkaian herarki,
artinya dalam organisasi tersebut selalu terdapat apa yang dinamakan
atasan dan bawahan. Struktur organisasi di Perum Perhutani KPH Jember
adalah bentuk organisasi bentuk lurus atau /line organisation, karena
bentuk organisasi dikepalai oleh seorang pimpinan. Berdasarkan pada
tugas, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja dalam

organisasi dapat dilihat pada gambar 1.
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(e o)

(3) Struktur organisasi KPH saat ini
STRUKTUR ORGANISASI PERUM PERHUTANI

KPH JEMBER
ADMINISTRATUR
KKPH JEMBER
AN AJUN AJUN ADM KSKPH AJUN ADM KSKPH AJUN
KT KTKU JEMBER SELATAN JEMBER UTARA KEPALA POT
— | _
KTHI SUPLAP ASPER KBKPH ASPER KBKPH ASPER KBKPH ASPER KBKPH ASPER KBKPH ASPER KBKPH ASPER KBKPH KEPALA PERS KTPK PENGU
WULUHAN AMBULU MAYANG LY BARAT LY. TIMUR SUMBER SEMPOLAN PERMANEN [ GARAHAN KEPALA
JAMBE
| ravrlneum KAUR [[| PEnGAMAT KRPH KRPH SABRANG KRPH KRPH | KRPH E KRPH KRPH SUMBER DANRU KABAG KTU PERS. KTPK
PERENCANAAN BANGUNAN PUGER : SILO KARANG suc SAMBE ARUM ] SALAK TETAP PERSEDIAAN PERMANEN BANGSAL
BAYAT SARI
KAUR KAUR DATA DAN KRPH KRPH MANDIKU KRPH KRPH KRPH KRPH KRPH SUMBER DANRU PENGAWAS KTPK
KELIANGAN PILAP H GLUNDENGAN | SEPUTIH TANGGUL N ARIASA H cumenax  |H IAT! CADANGAN ] MUTU H  wsune
i KAUR KAUR KRPH 1 KRPH KRPH KRPH SUMBER KRPH KRPH KRPH KRP KABAG 7.. KTPK
HASILHUTAN HUGRA - GRINTINGAN CURAHTAKIR [ PACE KELOPO . JELBUK SLATING H  GARAHAN KRING PROSES WULUHAN
HAUR KRPH KRPH TN
PEGAWAI MUMBUL SARI BADEAN SLATING
KRPH BABAN g
SILO SANEN Eqw__ms_
1. Ajun KTU Formasi KSS bidang administrasi belum ada di struktur organisasi
1. Pengamat Teknik Instalasi Khusus menangani di pabrik PGT farmasi belum ada realisasinya pejabat yang ditunjuk
3. PPNS Tenaga sudah ada dan polisi yang diperbantukan di Perhutani khusus menangani keamanan
4. Baban Silo Wilayahnya sangat luas dan lokasinya sangat jauh serta rawan pencurian perlu dipecah menjadi 2 (dua) KRPH
5. Pengamat Persemaian Farmasi sebagai pejabat belum ada realisasinya pejabat yang ditunjuk

Sumber : Perum Perhutani KPH Jember
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2.3.2 Uraian Tugas

Dalam uraian tugas ini dijelaskan tentang apa yang menjadi tugas

dan wewenang dari masing-masing bagian serta dijelaskan pula kepada

siapa harus bertanggung jawab, dari sini akan jelas batas antar hak dan

tanggung jawab masing-masing bagian sehingga memudahkan

pelaksanaan tugas yang ada.

dalan

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian

stuktur organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No. 36 Tahun 1936 adalah sebagai berikut :

a. Administratur / Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan

Administratur merupakan pimpinan tertinggi di wilayah KPH

Jember. Administratur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Ajun

Administratur  yaitu Ajun Administratur Jember Utara, Ajun

Administratur Jember Selatan, Ajun Administratur KTU dan Ajun
Administratur KTKU.

1

2)

3)

Tugas dan tanggung jawab Administratur antara lain :
Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan di bidang tanaman,
pemeliharaan dan persemaian;

Merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi, meliputi :

a) Menyusun rencana tehnis dan petunjuk tehnis;

b) Menyusun rencana belanja.

Melaksanakan pemasaran, meliputi :

Menjual kayu pertukangan dan produksi hasil hutan lainnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

Memberi petunjuk pelaksanaan tata usaha kepada Kepala Tata
Usaha;

Menyelenggarakan fungsi-fungsi bendaharawan material;
Melaksanakan fungsi personal manajemen, meliputi :

mengangkat, memindahkan karyawan;

Membimbing dan mengawasi bawahan dalam pelaksanaan

pekerjaan di wilayah kerjanya.
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b. Ajun Administratur / Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan
Dalam menjalankan tugasnya Ajun Administratur SKPH

membawahi Asper dan Kepala TPK / TPN. Tugas dan tanggung jawab

KSKPH antara lain :

1) Mengetahui, menandatangani, memeriksa atau meneliti surat-surat
bukti pengeluaran dari Asper atau Kepela TPK untuk dilanjutkan
kepada Kepala Administratur;

2) Membantu Administratur mengatur dan memeriksa pekerjaan
tehnis kehutanan, meliputi :

Tanaman, persemaian , pemeliharaan , teresan, tebangan, angkutan,
tempat penjualan kayu, penggergajian, proyek-proyek khusus dll:

3) Membantu Administratur dalam mengkoordinir tugas keamanan.;

4) Mengadﬁkan hubungan kerja dengan instansi lain;

5) Membuat laporan-laporan kemajuan pekerjaan secara periodik,
bulanan dan tahunan;

6) Bertanggung jawab kepada Administratur.

¢ Ajun Administratur / Kepala Tehnik Kehutanan Umum
Tugas dan tanggung jawabnya antara lain :
1) Bidang teknik kehutanan, meliputi :
a) Membuat rencana teknik tahunan penanaman, teresan, tebangan,
penjarangan, pemeliharaan serta teknik-teknik pelaksanaannya;
b) Membuat konsep-konsep surat perintah tanaman, teresan,
tebangan, penjarangan atau pemeliharaan pada area-area sudah
waktunya untuk dikerjakan;
¢) Mengadakan pengecekan ke lapangan apakah kegiatan tersebut
di atas sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana atau tidak.
2) Bidang administrasi, meliputi :
Mengadakan pencatatan dan pembuatan statistik mengenai realisasi

tanaman, teresan, tebangan, penjarangan, produksi, keamanan/ data-
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data kepolosian seperti : berita acara: putusan pengadilan;

kebakaran; jumlah kerugian dan lain-lain:

3) Bidang agraria, meliputi :

Menyusun dan menyiapkan soal-soal agraris, misalnya soal-soal

penyerobotan tanah, tukar menukar tanah dan lain-lain untuk

disajikan kepada Administratur;

4) Memberikan data dan informasi serta laporan ke Unit II:

5) Bertanggung jawab kepada Administratur,

d. Ajun Administratur / Kepala Tata Usaha

1)

2)

3)

4)

Tugas—tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

Menyelenggarakan ketatausahaan bidang umum, meliputi :

a) Meneliti dan menghimpun surat-surat dinas yang masuk dan
perlu diajukan pada Administratur dan setelah mendapat
disposisi diteruskan kepada kepala urusan masing-masing sesual
dengan bunyi disposisi;

b) Menampung “surat-surat konsep dari kepala urusan, meneliti
redaksinya kemudian menyerahkan kepada bagian umum untuk
diketik, memeriksa kembali surat yang sudah diketik sebelum
ditandatangani oleh Administratur, mengatur pengirimannya
melalui bagian umum;

¢) Mengatur cuti para pegawai/ karyawan, mengusulkan kenaikan
gaji dan kenaikan pangkat para pegawai dalam lingkungan KPH.

Mengkoordinir penyususnan progres report laporan (bulanan,

triwulan, tahunan, khusus) meliputi bidang kepegawaian,

keuangan, hasil hutan dan umum;

Sebagai bendaharawan Cabang Keuangan KPH Jember dan

membuat laporan pertanggungjawaban kepada Kepala perum

perhutani Unit IT Jawa Timur;

Bertanggung jawab kepada Administratur.
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e. Penguji Kepala

)

2)

3)

4)

5)
6)

Tugas dan Tanggung jawab antara lain:

Mengatur, mengawasi, membimbing, melaksanakan  dan
mempertanggung jawabkan atas kerjanya mengenai penentuan
kualitas kayu, menilai catatan kayu dan mengukur kayu;
Membimbing para pembantunya dalam rangka mengembangkan
karir;

Membuat laporan-laporan tentang kemajuan pekerjaannya secara
periodik/insidenti;

Mengawasi dan mengendalikan hasil pengujian kayu dalam rangka
keseragaman dan kebenaran penentuan mutu;

Memberi saran pada Ajun Administratur:

Bertanggung jawab kepada Administratur.

f. Asisten Tehnik Bangunan

1)

2)

Tugas dan tanggung jawab antara lain:

Mengatur, mengurusi dan mengawasi pelaksanaan/ pemeliharaan
bangunan gedung-gedung dan jalan-jalan atau reilban berikut
Jembatannya serta bangunan tehnik sipil lainnya dalam wilayah
KPH;

Bertanggung jawab kepada Administratur.

g. Asisten Perhutani (Asper/ KBKPH)

L)

2)

Tugas dan tanggung jawab antara lain :

Bidang organisasi, meliputi :

a) Pembagian tugas dan penentuan tata kerja dalam wilayahnya;

b) Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan
semua jenis administrasi dan tehnis.

Bidang tehnis, meliputi :

Keamanan mengenai tata Batas dansanda lain masah agraria;
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3)

4)

5)

Bidang tanaman, meliputi :

a) Pelaksanaan tanaman;

b) Menggunakan tenaga kerja dan sarana tanaman termasuk biji-
bijian.

Bidang pemeliharaan, meliputi :

a) Meneliti atau mencocokkan batas dan keadaan petak;

b) Mengadakan eksploitasi kayu penjarangan.

Membantu Administratur terutama dalam memimpin  atau

mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pokok

dalam wilayah kerjanya dengan kebijaksanaanya yang telah

ditetapkan pimpinan;

6) Bertanggung jawab kepada Administratur melaluai Ajun

Administratur,

h. Kepala Tempat Penimbunan Kayu / TPK

1)

2)
3)
4)

Tugas dan tanggung jawab antara lain:

Memimpin  dan  mempertanggungjawabkan  atas tempat
penimbunan kayu (TPK) beserta isinya dan kelancaran
pekerjaannya yaitu menerima kayu dari hutan, mengapling,
mengatur kayu-kayu untuk ekspor, penggergajian, lelang atau
penjualan;

Mengatur tata usaha atau keuangan tempat penjualan kayu;
Membuat laporan secara periodik;

Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Administratur.

i. Kepala Pabrik Gondorukem dan Terpentin

1)
2)

Tugas dan tanggung jawab antara lain:
Mengkoordinir dan mengawasi semua pekerjaan pabrik;

Mengawasi tahap-tahap proses pembuatan gondorukem dan

terpentin;
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Melaksanakan administrasi dan korespondensi dalam bidang
produksi;
Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Administratur.

Kepala Resort Polisi Hutan

2)

3)

Tugas dan tanggung jawab antara lain:

Bidang organisasi, meliputi:

Mengatur pembagian tugas dalam wilayahnya sesuai dengan

petunjuk dari Asper/ KBKPH:

Bidang tehnis/ keamanan, meliputi:

a) Pelaksanaan pengumpulan biji dan mengatur pelaksanaan
pemnagian biji;

b) Merancanakan jaringan jalannya angkutan:

¢) Meneliti/ mencocokkan batas dan keadaan petak teresan atau
tebangan;

d) Mengatur dan melaksanakan tugas kepolisian hutan/ keamanan
dan perlindungan hutan:

€) Membuat laporan dan berita acara tentang peristiwa pidana
hutan;

f) Mengadakan koordinasi dengan kerabat desa dan masyarakat
dalam rangka pengamanan hutan.

Bertanggung jawab kepada Administratur melalui Asper/ KBKPH.

Kepala Resort Polisi Kring/ KRP Kring

1)
2)
3)
4)

3)

Tugas dan tanggung jawab antara lain:

Membuat rencana-rencana pengamanan untuk wilayah kerjanya;
Mengadakan operasi-operasi keamanan hasil hutan:

Menertibkan surat pas angkutan hasil hutan;

Membuat laporan-laporan berita acara tentang peristiwa pidana
hutan dalam wilayahnya;

Melakukan pemeriksaan angkutan hasil hutan dalam wilayahnya:
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6) Mengadakan koordinasi dengan aparat keamanan setempat;
7) Bertanggung jawab kepada Administratur melalui ~ Ajun

Administratur,

. Kepala Urusan Umum
Tugas dan tanggung jawab antara lain:

1) Mengatur dan  melaksanakan Flow of Letters (dokumen) baik
yang masuk maupun yang keluar, inventarisasi,
pemeliharaan serta kebersihan kantor beserta perlengkapannya;

2) Menginventarisasi barang-barang milik  kantor, mengadakan
supply alat - alat yang diperlukan dan pemeliharaannya;

3) Bertanggung jawab kepada Administratur melalui Ajun KTU.

- Kepala Urusan Keuangan
Tugas dan tanggung jawab antara lain:

1) Membuat forecasting serta membuat  laporan - laporan
keuntungan yaitu laporan kilat keuangan dan setoran lelang kecil;

2) Mengkoordinir tugas-tugas bagian keuangan dan membagi uang
kerja kepada PPC;

3) Bertanggung jawab kepada Administratur melalui Ajun KTU;

4) Membuat laporan perhitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 yang
akan di setor kepada kantor pelayanan pajak setempat;

5) Membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPT masa serta faktur
pajak atas pengeluaran untuk pembelian pengadaan tambahan

perlengkapan dan peralatan.

. Kepala Urusan Hasil Hutan
Tugas dan tanggung jawab antara lain:

1) Menyelenggarakan  administrasi bidang hasil hutan dan

membuat laporannya serta mengadakan penjualan langsung;
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2) Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan lelang kecil hingga
selesai dan mempersiapkan lelang besar;

3) Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Administratur
melalui Ajun KTU.

0. Kepala Urusan Kepegawaian

Tugas dan tanggung jawab antara lain-

1) Mengawasi, mengatur  dan  melaksanakan administrasi
kepegawaian:

2) Membuat daftar gaji, perjalanan, pengobatan, asuransi dan pajak
PPh pasal 21 dan 23:

3) Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya kepada Administratur
melalui Ajun KTU.

2.4 Kepegawaian

Masalah kepegawaian yang terdapat pada Perum Perhutani KPH Jember

tidak lepas dari permasalahan tenaga kerja, dan sejenisnya, kompensasi dan

jam kerja.

24.1

24.2

Tenaga Kerja

Sebagai suatu perusahaan maka perum Perhutani KPH Jember
tidak lepas dari fungsi kepegawaian. Fungsi kepegawaian bagi suaty
perusahaan salah satunya adalah adanya tenaga kerja secara efektif dan
efisien baik mengenai kualitas dan kuantitasnya. Jadi kepegawaian
bertangung jawab atas semua tugas orang-orang yang bekerja dan bertugas
meningkatkan kemampuan serta kecakapan para karyawan sesuai rencana
semula.
Kompensasi

Besar kecilnya kompensasi dipengaruhi oleh prestasi pegawai,
begitu pula besar kecilnya kompensasi akan mempengaruhi prestasi kerja
seorang pegawai. Pemberian kompensasi harus mampu menjamin

kesejahteraan pegawai dan keluarganya, disamping itu kompensasi harus
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memuat pemberian insentif yang mendorong produktifitas kerja dan

pendapatan nasional.

Kompensasi di Perum Perhutani KPH Jember ditetapkan melalui

Peraturan Pemerintah antara lain sebagai berikut :

da.

Untuk pegawai negeri sipil besarnya gaji diturunkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1993 ke dalam Peraturan
Pemerintah No. 6 Tahun 1997:
Untuk pegawai perusahaan besarnya gaji ditetapkan melalui Surat
Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 660/ SKPT/Dir/1997 tanggal
2 Mei 1997;
Untuk kerja harian lepas besarnya upah ditentukan berdasarkan :
1) Oleh Perum Perhutani Unit I Surabaya;

Upah ditetapkan Rp. 6.940.- /hari;
2) Bagi pekerja kontrak besarnya upah ditetapkan RP. 6.862 - /hari.
Gaji pegawai harian tetap diatur dalam Surat Keputusan No,
065/SKPT/Dir/1995 tanggal 6 Januari 1995;
Upah minimum yang diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja
No. Kep. 226/Menteri/2000 dan diperjelas melalui SK Gubernur Jatim
No. 188/294/SK/014/2000 yaitu upah minimum 37 kabupaten ataupun
kodya di Jawa Timur tahun 2001 dimana kabupaten jember

mempunyai upah minimum baru sebesar Rp. 275.000,- /bulan.

Jam Kerja

Pelaksanaan jan kerja di Perum Perhutani KPH Jember, terdapat

kurang lebih 160 jam kerja efektif untuk 20 hari kerja (satu bulan). Hari

kerja berikut jam kerja diatur sebagai berikut -

No. Hari Jam Kerja f
1. Senin s/d Kamis 07.00 s/d 15.00 WIB ]
7 Jumat 07.00 s/d 11.00 WIBJ
3. Sabtu Libur

( B

Sumber : Perum Perhutani KPH Jember.
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Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan

Pada Perum Perhutan KPH Jember hubungan kerja karyawan dengan
perusahaan adalah timbal balik. Disini perusahaan bisa diartikan sebagai
pimpinan perusahaan/manajer dimana pada Perum Perhutani KPH Jember
adalah Administratur.

Para karyawan meningkatkan prestasi kerja dengan melaksanakan
tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya di bawah pengawasan
Administratur.  Sedangkan dalam hubungan timbal balik maka
Administratur harus mampu memberikan dorongan atau mempengaruhi
karyawannya agar mau bekerja dengan baik sehingga diharapkan
karyawan mau manyadari akan tugas dan tanggungjawabnya untuk
memberikan kemampuan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas
dan pekerjaannya. Selain itu kerjasama Administratur dan karyawan juga
harus terjalin dengan baik sehingga pelaksanaan tugas tidak menyimpang
dari tujuan yang hendak dicapai.

Sistem Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di Perum Perhutani KPH Jember upaya peningkatan kualitas SDM
mendapat perhatian yang cukup besar. Pengembangan SDM merupakan
tanggung jawab seluruh strata manajemen yang terencana dan selaras
dengan tujuan perusahaan. Upaya peningkatan kualitas SDM merupakan
proses yang berkesinambungan dengan wawasan vang jauh ke depan
sehingga tercipta tenaga kerja yang siap pakai di lapangan, produktif serta
memiliki loyalitas kerja yang tinggi.

Pembinaan dan pengembangan SDM di Perum Perhutani dilaksanakan
melalui pemberdayaan pegawai yitu pendidikan dan latihan bagi tenaga
kerja sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam hal profesionalisme,
kemampuan manajerial, kemampuan berkomunikasi dan berinovasi. Selain
itu juga dilakukan perencanaan rekruitmen tenaga kerja borongan sesuai

kebutuhan dan melakukan mutasi karyawan di ruang lingkup KPH.
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2.4.6 Tata letak Perum Perhutani KPH Jember

Perum Perhutani KPH Jember mempunyai wilayah yang sangat
luas yaitu 77.081,7 hektar hutan. Dibanding luas daerah seluruh kabupaten
Jember yang mempunyai luas wilayah 329.33,99 hektar maka Perum
Perhutani mempunyai luas wilayah 23,4 % dari luas wilayah kabupaten
Jember.

Perum Perhutani KPH Jember secara administratif keseluruhannya
berada di wilayah Kabupaten Dati 11 Jember Propinsi Jatim yang dibatasi
oleh :

Bagian utara : KPH Bondowoso

Bagian selatan : samudera Indonesia

Bagian barat .: KPH Probolinggo

Bagian timur : KPH Banyuwangi

Ketinggian wilayah hutan KPH Jember berkisar antara 4 m s/d 50 m di
bagian selatan, dan 60 m di bagian utara. Secara geografis posisi KPH
Jember cukup strategis karena terletak di antara ibukota propinsi Jatim dan

kawasan Indonesia bagian tengah (Bali dan Nusa Tenggara).

2.5 Lapangan Usaha
Perum Perhutani KPH Jember bergerak dalam bidang pengolahan
hutan dan pengolahan hasil hutan, termasuk getah pinus yang dijadikan
gondorukem dan terpentin, Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi
dan kelestarian hutan serta terjaminnya keselamatan kekayaan hutan negara,
maka Perum Perhutani KPH Jember menyelenggarakan usaha sebagai
berikut:
2.5.1 Produksi
Perum Perhutani KPH Jember pada kegiatannya berorentasi pada
masalah-masalah kehutanan baik penanaman, pemeliharaan dan penebangan.

Di samping itu Perum Perhutani KPH Jember terdapat pabrik gondorukem

dan terpentin di Garahan.
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a. Proses Produksi

2.52

Proses produksi dan pengolahan hasil hutan adalah sebagai berikut :
1) Penanaman, meliputi
a) Pengolahan tanah antara lain meliputi kegiatan pemilihan lahan vang
sesuai dengan tanaman yang akan ditanam;
b) Menyediakan biji yang akan ditanam;
¢) Kegiatan pembuatan persemaian dan penanaman.
2) Pemeliharaan, meliputi :
Babat mekanis, membuang ranting yang rusak, mengadakan
penjarangan dan memberantas hama penyakit;
3) Penebangan atau eksploitasi, meliputi :
a) Pembuatan rencana teknik tahunan (RTT) penebangan;
b) Permintaan pengesahan RTT kepada Unit 1T Jatim untuk
melaksanakan penebangan;
¢) Pelaksanaan peqebangan.
Hasil produksi
Hasil produksi Perum Perhutani KPH Jember mempunyai ukuran dan jenis
yang berbeda, sehingga untuk memudahkan pemasaran dikelompokkan
dalam beberapa sortimen :
I) Sortimen kayu perkakas:
2) Sortimen kayu bakar;
3) Sortimen gondorukem;
4) Sortimen kopi;
5) Sortimen hara;
6) Sortimen kopal.

Sortimen didasarkan pada kualitas, Jenis dan ukuran kayu.

Pemasaran
Kegiatan pemasaran yang dilakukan pada Perum Perhutani KPH
Jember meliputi lelang besar dan lelang kecil, penjualan dengan perjanjian

dan penjualan meliputi daerah Jawa dan Bali.
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Sistem penjualan yang dilakukan di Perum Perhutani KPH Jember
adalah sistem penjualan tunai dan kredit. Penjualan tunai ditujukan pada
konsumen yang membeli barang sedikit dan penjualannya dilakukan
dengan sistem penjualan lelang. Penjualan kredit diberikan kepada
konsumen yang sudah lama menjadi pelanggan tetap dan selalu
membutuhkan produk dari Perum Perhutani KPH Jember. Penjualan
secara kredit juga diberikan kepada perusahaan pemerintah (BUMN) yang
dilakukan dengan cara membayar uang muka 10 % dari jumlah produk
yang dibeli dan untuk perusahaan swasta uang muka sebesar 60 %, sedang
sisanya diangsur bertahap selama dua bulan.

Penentuan harga penjualan dilakukan oleh Direksi Perum Perhutani
Pusat. Penjualan kredit diberikan untuk penjualan secar kontrak dan di
bawah tangan dengan persetujuan Direksi Perum Perhutani Pusat Jakarta.

Untuk daerah-dacrah pemasaran atau tempat dimana Perum
Perhutani KPH Jember menjual hasil hutannya dibagi menjadi tiga tempat
yang disesuaikan dengan lokasi di fungsi masing-masing daerah yaitu
TPK, TPN dan TPKH.

TPK adalah tempat penimbunan kayu dan penjualan hasil hutan.
TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi. Di TPK harus ada
Jaringan jalan angkutan kayu-kayu keluar. Adanya tempat penimbunan
sesual dengan fungsi penyimpanan dan pencegahan terhadap perusakan
atau penurunan kualitas,

TPN adalah tempat penjualan kayu (hasil hutan) yang ditunjuk
dengan surat keputusan kepala Unit dan belum memenuhi syarat-syarat
sebagai TPK. TPK dan TPN merupakan showroom, untuk itu diperlukan
penertiban tehnik dan administrasi. Peletakan kayu (hasil hutan) harus
tertib, teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memudahkan
calon pembeli melihat kapling-kapling yang akan dibeli.

Sedangkan TPKH merupakan tempat penjualan hasil hutan khusus
yang ditunjuk dengan surat keputusan kepala unit atas usul
Administratur/KKPH. TPKH adalah tempat penjualan (hasil hutan) yang
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tidak memenuhi syarat sebagai TPK atau TPN.dan berlaku sementara
selama 1 tahun . Yang dimaksud hasil hutan khusus adalah kayu bakar jati,
kayu bakar rimba, kayu bulat rimba industri untuk kontrak dan hasil hutan
lainnya. Kepala TPKH bertanggung jawab kepada TPK/TPN terdekat yang
pelaksanaanya ditentukan oleh Administrasi/KKPH. Dalam keadaan
terpaksa karena situasi lokasi di luar jangkauan kepada TPN/TPK,
Administratur/KKPH dapat menunjuk Asper sebagai penanggung jawab
TPKH. '
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III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 DISKRIPSI PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

Sebelum penulis menyusun laporan ini terlebih dahulu penulis
melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan dalam rangka mencari dan
mengumpulkan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan ini.
Adapun persiapan-persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
3.1.1 Menentukan lokasi dan waktu

Lokasi yang digunakan tesebut adalah lokasi yang ditempati penulis
selama mengikuti program PKN yang sudah menjadi program dari jurusan
Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
Lokasi yang penulis gunakan adalah Perum Perhutani KPH Jember. Di tempat
PKN penulis malaksanakan tugas yang diberikan dan mencari data serta informasi
yang berhubungan dengan - perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan
penghitungan SPT Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap,

Waktu yang akan dilaksanakan dalam PKN sesuai dengan peraturan telah
ditetapkan oleh Program studi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ Yang
dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 19 Maret 2001. Sedangkan
Jjam kerja yang berlaku disesuaikan dengan jam kerja pada Perum Perhutani KPH
Jember.

3.12 Metode pengumpulan data _

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan , digunakan metode

sebagai  berikut:

a. Metode interview

Interview merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya

Jawab langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal inj

adalah bagian keuangan dan bagian personalia.
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b. Metode data primer
Metode data primer adalah penggunaan data yang diperoleh langsung
dari tempat PKN, yang dalam hal ini adalah data dari Perum Perhutani
KPH Jember.

¢. Metode observasi
Observasi dilakuakn dengan jalan mengamati dan melibatkan diri dalam
kegiatan kerja di setiap seksi yang ada untuk mengetahui keadaan yang
sebenarnya dan untuk melengkapi data dan informasi yang telah ada.

d. Metode studi kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan penggunaan berbagai literatur yang ada
berupa buku-buku atau sumber-sumber lainnya yang relevan untuk
mendukung penulisan laporan PKN.
Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melaksanakan

beberapa kegiatan yang ada di Perum Perhutani KPH Jember antara lain :

a. Pada minggu pertama, pada tanggal 19 Februari 2001 dilakukan perkenalan
dengan pimpinan serta pam pegawai Perum Perhutani KPH Jember.
Kemudian kami ditempatkan pada bagian keuangan karena pada bagian ini
dilaksanakan penghitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21. Serta
mengenal objek PKN dengan dibantu oleh para karyawan setempat untuk
memberikan keterangan mengenai Perum Perhutani secara KPH Jember
secara umum sebagai objek untuk PKN.

b. Pada minggu kedua, penulis menerima penjelasan tentang gambaran umum
Perum Perhutani KPH Jember, mengenai sejarah singkatnya serta mengenai
struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing bagian. Selain itu pada
minggu kedua ini, penulis juga membaca literatur tentang pajak yang
dikenakan di Perum Perhutani KPH Jember secara umum,

¢. Pada minggu ketiga, penulis mulai mengumpulkan data dan informasi
mengenai pajak yang dikenakan pada Perum Perhutani KPH Jember,
khususnya data dan informasi perpajakan yang berhubungan dengan judul yang
penulis angkat yaitu mengenai SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap.

Selain itu pada minggu ketiga ini, penulis melaksanakan pengamatan secara
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langsung mengenai cara penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai
tetap.

- Pada minggu keempat, penulis mulai menyusun data dan informasi yang
diperoleh mengenai pengisian dan penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21
atas pegawai tetap untuk digunakan dalam penyusunan konsep laporan. Pada
minggu keempat ini, penulis juga melaksanakan konsultasi dengan dosen
pembimbing atas data serta informasi yang diperoleh pada Perum Perhutani
KPH Jember yang akan digunakan untuk bahan penyusunan konsep laporan
apakah sudah memenuhi kriteria atau belum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel. 1

Tabel.1 Daftar Kegiatan PKN di Perum Perhutani KPH Jember
(T\so JENIS KEGIATAN MINGGU KE - jr

I Il } v |

Perkenalan dengan pimpinan serta para | X

pegawai Prum Perhutani KPH Jember.

umum Perum Perhutani KPH Jember.

Mengenal struktur organisasi & uraian tugas X

masng-masing bagian.

Membaca literatur tentang pajak yang X
dikenakan di Perum Perhutani KPH Jember

Secara umum.

L. | Mengumpulka data dan informasi mengenai X

Penempatan di bagian keuangan. X
Menenal objek PKN secara umum. X
Menerima penjelasan tentang gambaran X /
|
pelaksanaan penghitungan SPT Tahunan {
|

PPh pasal 21 atas pegawai tetap.

b2

Melaksanakan pengamatan mengenai cara X

pengisian & penghitungan SPT Tahunan

PPh pasal 21 atas pegawai tetap.
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Menyusun data dan informasi untuk X
digunakan dalam  penyusunan konsep
laporan.

Konsultasi dengan dosen pembimbing atas X
data dan informasi yang diperoleh dari
Perum Perhutani KPH Jember. ' ’

Selama pelaksanaan PKN yang di mulai pada tanggal 19 Februari sampai
dengan 19 Maret 2001 di Perum Perhutani KPH Jember, penulis mendapatkan
data dan informasi yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat untuk
penyusunan laporan PKN. Dari data dan informasi tersebut bahwa Perum
Perhutani KPH Jember selain sebagai wajib pajak juga sebagai pemotong pajak
atas penghasilan para pegawainya. Yang pada tanggal 31 Maret pada tahun
takwim berikutnya harus mengisi dan memperhitungkan SPT Tahunan PPh pasal
21 yang terutang kemudian dilaporkan kepada kantor pelayanan pajak Jember
dimana Perum Perhutani KPH Jember terdaftar sebagai wajib pajak. Sistem yang
digunakan oleh Perum Perhutani KPH Jember dalam menyetorkan dan
melaporkan SPT Tahunan PPh pasal 21 menggunakan sistem self-assessment
dimana Undang-Undang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk
melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Pada Perum Perhutani KPH Jember Pajak Penghasilan yang wajib
dipotong, disetor , dan dilaporkan sendiri atas penghasilan para pegawai yang
terutang dan hal-hal yang perlu penulis terangkan sehubungan dengan
pelaksanaan pajak penghasilan pasal 21 yaitu :Pajak Penghasilan pasal 21 atas
pegawai tetap dan pelaksanaan pengisian dan penghitungan SPT Tahunan PPh
pasal 21.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

3.1.3 Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap
Pengertian pajak penghsasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas

penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berupa gaji, upah,
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honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau Jabatan, jasa, dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam
pasal 21 UU PPh No. 17 Tahun 2000.

Namun pajak penghasilan yang penulis ambil sebagai bahan untuk
pembuatan laporan adalah pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap pada
Perum Perhutani KPH Jember. Dimana pajak penghasilan pasal 21 ini yang akan
dijadikan data dalam perhitungan dan pengisian dan penghitungan SPT Tahunan
PPh pasal 21 atas pegawai tetap di Perum Perhutani KPH Jember. Yang dimaksud
pegawai tetap disini adalah orang pribadi yang bekerja pada Perum Perhutani
KPH Jember, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara
berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang
secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara
langsung.

a. Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap
Tarif pajak yang dikenakan atas pegawai tetap pada Perum Perhutani KPH
Jember adalah sebesar 10%. ( sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang No. 17
Tahun 2000);

b.  Saat pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap
Pada Perum Perhutani KPH Jember pemotongan PPh pasal 21 atas
penghasilan para pegawai tetap dipotong pada saat penerimaan gaji atas
penghasilan yang diterima selama satu bulan yang bersangkutan dan dalam
hal ini yang melaksanakan pemotongan adalah bagian personalia karena
bagian ini langsung menangani gaji para pegawai tetap selama satu bulan
dalam tahun takwim yang bersangkutan dan pelaksanaan pemotongan PPh
pasal 21 telah diprogram secara komputerisasi, maka bagian personalia
tinggal memasukkan data penghasilan para pegawai tetap. Dimana hasil dari
pemotongan PPh pasal 21 akan dijadikan data untuk pengisian dan
penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21:

¢. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas pegawai tetap
Pajak Penghasilan pasal 21 para pegawai tetap yang terutang untuk tiap bulan
disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke BNI cabang
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Jember oleh Perum Perhutani KPH Jember selambat-lambatnya tanggal 10
bulan berikutnya, bila terlambat dikenakan bunga sebesar 2% per bulan
Sedangkan pelaporan PPh pasal 21 selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir
masa pajak, bila terlambat dikenakan denda Rp 25.000/bln. Untuk pembuatan
SSP atas penghasilan para pegawai tetap selama satu bulan selama tahun
pajak yang bersangkutan dibuat oleh bagian keuangan ,dimana data atas PPh
pasal 21 yang terutang diambil dari bagian personalia karena yang melakukan
pemotongan atas PPh pasal 21 yang terutang untuk para pegawai tetap .SSP
yang telah dibuat setiap bulannya oleh bagian keuangan nantinya akan
dijadikan data dalam penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 dalam tahun
takwim yang bersangkutan.

3.1.4 Pelaksanaan Pengisian dan Penghitungan SPT Tahunan PPh Pasa! 21
atas Pegawai Tetap
a. Pengertian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Sebelum membahas tentang tata cara pengisian dan penghitungan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan. Seperti yang dirumuskan dalam pasal
IUndang-Undang no. 16 tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah surat yang oleh wajib
pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak
penghasilan yang terutang dalam tahun pajak. Surat Pemberitahuan (SPT)
Tahunan meliputi :
1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak Perseorangan;
2) SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak Badan:
3) SPT Tahunan pajak penghasilan pasal 21 :
b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT ) Tahunan PPh Pasal 21
Fungsi SPT Tahuna PPh pasal 21 adalah sebagai sarana bagi pemotong
pajak untuk menetapkan sendiri besarnya PPh pasal 21 yang terutang dan
telah dipotong, dengan cara:
1) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak

penghasilan pasal 21 yang sebenarnya terutang ;
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2) Melaporkan dan mempertanggaungjawabkan jumlah pajak penghasilan
pasal 21 yang telah dipotong dan telah disetor dalam tahun takwim yang
bersangkutan .

¢. Tempat Pengambilan SPT Tahunan PPh Pasal 21
Pada Perum Perhutani KPH Jember SPT Tahunan PPh Pasal 21 diambil
sendiri ditempat -tempat sebagai berikut :
a. Kantor Pelayanan Pajak Jember .
b. Kantor Penyuluhan Pajak Jember . ;
d. Batas Waktu, Tempat, Cara Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21,
dan Batas waktu pelunasan Kekurangan Pajak Yang Terutang .
1) Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21
Pada Perum Perhutani KPH Jember SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk satu
tahun takwim yang telah diisi secara benar, lengkap, jelas dan
ditandatangani harus disampaikan selambat- lambatnya tanggal 31 Maret
tahun takwim berikutnya.( sesuai pasal 3 ayat (3) huruf b Undang -
Undang KUP Nomor 16 Tahun 2000 s
2) Tempat Penyampaian SPT Tahuna PPh Pasal 21
SPT Tahuanan harus disampaikan di Kantor Pelayanan Pajak Jember
ditempat dimana Perum Perhutani KPH Jember terdaftar sebagai wajib
pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat kegiatan usaha atau tinggal atau kedudukan Perum Perhutani
KPH Jember berada:
3) Cara penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21
Penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 dapat dilakukan dengan cara
Disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Penyuluhan
Pajak tersebut pada huruf b dan atas penyampaian SPT Tahunan PPh
pasal 21 tersebut Perum Perhutani KPH Jember menerima tanda bukti
penerimaan (contoh bukti penerimaan terlampir);

4) Batas waktu pelunasan kekurangan pajak yang terutang

Pada Perum Perhutani KPH Jember apabila terdapat jumlah pajak vang

masih harus dibayar untuk suatu tahun takwim, jumlah dimaksud harus


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

30

dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim

berikutnya.

e. Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21

Pada Perum Perhutani KPH Jember, apabila tidak dapat menyampaikan SPT

Tahunan PPh pasal 21 pada waktunya dapat memohon perpanjangan jangka

waktu penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21 dengan mengajukan

permohonan secera tertulis dengan menggunakan formulir 1721-Y ke

Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak tempat Perum

Perhutani KPH Jember terdaftar dengan syarat sebagai berikut;

1)

2)

3)

permohonan diajukan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan
PPh pasal 21 brakhir dengan menyebutkan alasan-alasannya;
menyampaikan penghitungan sementara PPh pasal 21 yang terhutang
untuk tahun takwim yang bersangkutan;

melampirkan bukti pelunasan atas bukti kekurangan pajak yang terutang
sebagaimana yang dimaksud pada angka 2)

f. Sanksi-sanksi
1) Denda administrasi

Apabila SPT Tahunan PPh pasal 21 tidak disampaikan atau
disampaikan tidak tepat pada waktunya dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar Rp 50.000 untuk SPT Masa dan untuk SPT
Tahunan PPh pasal 21 sebesar Rp 100.000.(sesuai pasal 7 UU KUP No.
16 Tahun 2000);

2) Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan antara lain terhadap
keterlambatan atau kekurangan penyetoran pajak termasuk karena
pembetulan SPT Tahunan PPh pasal 21 oleh Perum Perhutani KPH
Jember. Selain itu, apabila pajak yang terutang menurut perhitungan
sementara pada waktu pengajuan permohonan perpanjangan jangka
waktu penyampaian SPT Tahunan PPh pasal 21, maka atas selisihnya

(kekurangan pajak yang masih harus disetor) dikenakan sanksi
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administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan. (sesuai pasal 8 ayat (2)
dan pasal 19 ayat (3) UU KUP No. 16 Tahun 2000).

g. Tata cara pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap
Untuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai
tetap menggunakan formulir 1721-A1 yang dibuat oleh bagian personalia,
dimana untuk formulir ini sudah di program langsung secara
komputerisasi, sehingga bagian personalia tinggal memasukkan
penghasilan pegawai tetap sebagai data pengisian formulir 1721-A1 untuk
menghitung besarnya penghasilan dan PPh pasal 21 yang terutang untuk
tahun takwim yang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau penerima
pensiun/THT yang penghasilan netonya melebihi PTKP, dilakukan dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Hasil dari
penghitungan formulir 1721-A1 akan digunakan sebagai patokan dalam
pengisian formulir 1721-A oleh bagian keuangan, dimana formulir ini
masih ditulis secara manual. Adapun penjelasan cara pengisian SPT
Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dengan menggunakan formulir
1721-A1 adalah sebagai berikut:

1) Tahun Takwim

Bagian ini diisi dengan tahun takwim yang bersangkutan dalam kotak

yang berkenaan.

Contoh: 1999

a) Nomor Urut
Bagian ini diisi dengan nomor urut pengisian tiap lembar formulir
1721-A1;

b) Nama Pemotong Pajak
Bagian ini diisi dengan dengan nama pemotong pajak, sesuai dengan
yang tercantum pada kartu NPWP;

¢) NPWP Pemotong Pajak
Bagian ini diisi dengan NPWP pemotong pajak, sesuai dengan yang
tercantum pada kartu NPWP:
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d) alamat pemotong pajak

Bagian ini diisi dengan alamat pemotong pajak, sesuai dengan yang

tercantum pada kartu NPWP;

¢) Nama Pegawai Atau Penerima Pensiun/THT

Bagian ini diisi dengan nama pegawai tetap atau penerima
pensiun/THT;

f) NPWP Pegawai Atau Penerima Pensiun/Tht

2)

h)

Bagian ini diisi dengan NPWP pegawai tetap atau penerima
pensiun/THT yang bersangkutan Jika pegawai atau penerima
pensiun/THT tersebut telah mempunyai NPWP;

Alamat Pegawai Atau Penerima Pensiun/THT

Bagian. ini diisi dengan alamat tempat tinggal pegawal tetap atau
penerima pensiun/THT yang terdebut pada huruf E;

Jabatan

Bagian ini diisi dengan jabatan pegawai tetap yang tersebut pada
huruf E;

Status Dan Jenis Kelamin

Diberi tanda X dalam kotak yang sesuai dengan status dan jenis
kelamin pegawai tetap atau penerima pensiun/THT tersebut pada
huruf E;

Jumlah Tanggungan Keluarga Untuk PTKP

Bagian ini diisi dengan jumlah tanggungan keluarga yang berhak
mendapatkan pengurangan PTKP, paling banyak 3 (tiga) orang
untuk setiap pegawai tetap termasuk komisaris dan anggota dewan
pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap dan untuk setiap
penerima pensiun/THT. Jumlah tanggungan keluarga tersebut
ditentukan menurut keadaan pada tanggal 1 Januari tahun yang
bersangkutan atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam
negeri dalam tahun takwim yang bersangkutan. Bagi karyawati
dengan status kawin, PTKP vang dapat dikurangkan hanya untuk
dirinya sendiri(TK/-) kecuali ada keterangan tertulis dari pemerintah
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daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan
bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan dalam tahun takwim
yang bersangkutan. Dalam hal demikian, maka PTKP untuk keluarga
yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Bagi karyawati status tidak
kawin, PTKP yang dapat dikurangkan selain selain untuk dirinya
sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan

sepenuhnya;

k) Masa Perolehan Penghasilan

)

Bagian ini diisi dengan masa bulan perolehan penghasilan dalam

tahun takwim yang bersangkutan:

Rincian Penghasilan Dan Penghitungan Pph Pasal 21

Penghasilan Bruto

Angka 1 sampai dengan angka 9 diisi dengan jumlah penghasilan

yang sebenarnya diterima atau diperoleh pegawai tetap atau

penerima pensiun/THT selama masa perolehan penghasilan tersebut

pada huruf K.

(1) Gaji/Pensiun/THT
Bagian ini diisi dengan jumlah gaji atau pensiun/THT yang
diterima atau diperoleh secara bulanan atau teratur oleh pegawai
tetap atau penerima pensiun/THT dalam tahun takwim yang
bersangkutan;

(2) Tunjangan PPh
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan PPh yang diterima
atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun/THT dalam
tahun takwim yang bersangkutan:

(3) Tunjangan lainnya, uang lembur, dan sebagainya
Bagian ini diisi dengan jumlah tunjangan, seperti tunjangan istri
dan/atau tunjangan anak. tunjangan kemahalan, tunjangan
jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpor, tunjangan
pendidikan anak, dan tunjangan lainnya dengan nama apapun,

termasuk uang penggantian, uang lembur,dan sebagainya, yvang
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diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima
pensiun/THT dalam tahun takwim yang bersangkutan;
Honorarium dan imbalan lain sejenisnya

Bagian ini diisi dengan jumlah honorarium/imbalan lain, vang
diterima  atau diperoleh pegawai tetap atau penerima
pensiun/THT dalam tahun takwim yang bersangkutan:

Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja

Bagian ini diisi dengan Jumlah premi ; asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi Jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa yang dibayar pemberi kerja kepada
perusahaan asuransi atau penyelenggara Jamsostek untuk
pegawai.( Pasal 9 ayat (1) huruf d UU PPh);

Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang
dikenakan pemotongan PPh pasal 21;

Jumlah (1 S.D. 6)

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada
angka 1 sampai dengan jumlah pada angka 6:

Tantien, bonus, gratifikasi, jasa produksi, dan THR

Bagian ini diisi dengan jumlah tantien, bonus, gratifikasi, jasa
produksi, THT, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya
tidak tetap dan biasanya diberikan sekali dalam setahun yang
diterima atau diperoleh pegawai tetap termasuk komosaris atau
anggota dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai
tetap dan penerima pensiun/THT dalam tahun takwim yang
bersangkutan;

Jumlah penghasilan bruto (7+8)

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada

angka 7 dan jumlah pada angka 8:
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Pengurangan
(10)Biaya jabatan/biaya pensiun atas penghasilan pada angka 7
(a) Bagian ini diisi dengan jumiah biaya jabatan yang
diperbolehkan, yaitu sebesar 5% dari jumlah penghasilan
pada angka 7;

(b) Bagi penerima pensiun
Bagian ini diisi dengan Jumlah biaya pensiun yang
diperbolehkan, yaitu sebesar 5% dari jumlah penghasilan
pada angka 7;

(11)Biaya jabatan/ biaya pensiun atas penghasilan pada angka 8 |
Bagian ini diisi dengan jumlah biaya jabatan/biaya pensiun yang
diperbolehkan yaitu sebesar 5% dari tantien, bonus, gratifikasi,
Jasa produksi, THR (Jumlah pada angka 8), sepanjang jumlah
yang diisikan pada angka 10 belum mencapai jumlah setinggi-
tingginya yang diperbolehkan yaitu Rp 1. 296. 000 setahun
untuk pegawai tetap atau Rp 432.000 untuk penerima
pensiun/THT. Periu diperhatikan bahwa hasil penjumlahan dari
Jumlah pada angka 10 dengan jumlah pada angka 11 tidak
melebihi jumlah batasan setinggi-tingginya tersebut:

(12)Iuran pensiun/iuran THT
Bagian ini diisi dengan jumlah iuran pensiun yang terikat pada
gaji yang dibayar oleh pegawai tetap kepada dana pensiun yan g
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau
pembayaran iuran THT kepada badan penyelenggara Jamsostek:

(13)Jumlah pengurangan (10+11+12)

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan dari jumlah pada
angka 10, angka 11, dan jumlah pada angka 12;
Penghitungan Pph Pasal 21

(14)Jumlah penghasilan neto (9-13)

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada
angka 9 dengan jumlah pada angka 13;
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(15)Penghasilan neto masa sebelumnya
Bagian ini hanya diisi oleh pemotong pajak yang baru apabila
pegawai yang bersangkutan adalah pindahan dari kantor pusat
atau kantor cabang lainnya dari pemberi kerja yang sam, atau
oleh dana pensiun bagi peserta dan pensiun yang baru pensiun.
Jumlah yang diisikan adalah sesuai dengan jumlah angka 14 dari
formulir 1721-A1 yang dibuat oleh kantor pusat atau kantor
cabang lainnya tempat pegawai tersebut dikerjakan sebelumnya
atau oleh pemberi kerja sebelum pegawai tersebut‘pensiun.
Untuk keperluan ini, maka pemotong pajak yang lama harus
mengirimkan fotokopi formulir 1721-A1 kepada pemotong
pajak yang baru;

(16)Jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21
(setahun/disetahunkan)

Apabila masa perolehan penghasilan neto pada huruf k meli puti
1 (satu) tahun takwim,yaitu Januari S.D. Desember, bagian ini
diisi sesuai dengan jumlah pada angka 14;

(17)Penghasilaiilidak Kena Pajak (PTKP)

Bagian ini diisi dengan jumlah PTKP setahun yang besarnva
dihitung dengan memperhatikan Jumlah tanggungan keluarga
untuk PTKP pada huruf J:

(18)Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan (16-17)

Bagian ini diisi dengan hasil pengurangan dari jumlah pada
angka 16 dengan jumlah pada angka 17;

(19)PPh pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak setahun/disetahunkan
Bagian ini diisi dengan hasil penerapan tarif pasal 17 UU PPh
atas Penghasilan Kena Pajak angka 18:

(20)PPh pasal 21 yang telah dipotong masa sebelumnya
Bagian ini hanya diisi oleh pemotong pajak yang baru apabila
pegawai yang bersangkutan adalah pindahan dari kantor pusat

atau kantor cabang lainnya dari pemberi kerja yang sama, atau
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oleh Dana Pensiun bagi peserta dana pensiun yang baru
pensiuan. Jumlah yang diisikan adalah sesuai dengan jumlah
pada angka 21 dari formulir 1721-A1 yang dibuat oleh kantor
pusat atau kantor cabang lainnya tempat pegawai tersebut
dikerjakan sebelumnya, atau oleh pemberi kerja sebelum
pegawai tersebut pensiun;
(21)Pajak Penghasilan pasal 21 terutang;
(22)Pajak Penghasilan pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong
dan dilunasi
Bagian ini diisi dengan jumlah PPh pasal 21 dan PPh pasal 26
(dalam hal pegawai wajib pajak luar negeri berubah status
menjadi wajib pajak dalam negeri), yang telah dipotong dan
dilunasi oleh pemotong pajak untuk tahun takwim yang
bersangkutan, dan kompensasi kelebihan tahun takwim
sebelumnya;
(23)Jumlah PPh pasal 21 yang kurang bayar atau yang lebih bayar;
(24)Jumlah tersebut pada angka 23
(a) Telah Dipotong dari pembayaran gaji balair... tahan. .. ; atag
(b) Diperhitungkan dengan PPh pasal 21 bulan ... tahun ...
m)Bagian ini diisi dengan tanda X dalam kotak yang sesuai serta tanda
tangan pimpinan sebagaimana dimaksud pada huruf E formulir 1721
(atau yang ditujukan) atau kuasanya, nama terang  yang
membubuhkan tanda tangannya, serta tempat, tanggal, bulan, dan
tahun diisikannya formulir 1721-A1 ini, pada tempat yang sudah

tersedia.
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h. Contoh penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai tetap
Karena di Perum Perhutani KPH Jember untuk formulir 1721-A1 telah
diprogram langsung pada komputer yang dibuat oleh bagian personalia.
Sedangkan untuk induk SPT Tahunan PPh pasal 21 beserta formulir yang
lainnya selain formulir 1721- Al yang akan dilaporkan ke Kantor
Pelayanan Pajak setempat masih dibuat secara manual oleh bagian
keuangan. ’

Adapun contoh yang penulis sajikan sebagai berikut :
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PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)
LAMPIRAN PADA FORMULIR 1721-A

i AHTANDAXDALAM( ) (KOTAK) YANGSESUAI o

- NOMOR URUT 198

A
B. NAMA PEMOTONG PAJAK : PERUM PERHUTANI KPH JEMBER
C. NPWP PEMOTONG PAJAK 1 1.001.652.5.626
D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK : JEMBER
E. NPWP PEGAWALI/PENERIMA PENSIUN/THT : HERU SUMEDIJONO
F. NPWP PEGAWAI/PENERIMA FENSIUN/THT :
G. ALAMAT PEGAWAI/PENERIMA PENSIUN/THT : JEMBER
H. JABATAN : STAF PELAKSANA
I. STATUS (1) KAWIN ()11
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP 1 K73 TK/-
K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : JANUARI S.D DESEMBER 1999
L. PERINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : (DALAM RUPIAH)
PENGHASILAN BRUTO YANG BERKENAAN DENGAN MASA TIDAK LEBIH DARI 12 BULAN
1. GAJI/PENSIUN, THT AR TR < i e K R ey e L) 384 BB
2. TUNJANGAN PPh i G U e b i 186.876
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG PENGGANTIAN, UANG LEMBUR, DSB.........(3) 5.887.720
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA............ooooooeiimi (4) 0
PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBER] KBRIA ..o cvsmrnnes stesnesilS) 1.179.072
PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPhPASAL 21, . . (6) 0
JUMLABBUR A 8], ooovvcisiisrpmn i, O | 0 ST s O g SR v (7) 11.638.468
TANTIEN, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, THR, DAN UANG PESANGON.._ . ceeen(8)  4.709.710
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (T48).........ooooovooo oo (9) 16.348.178
BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7 (10) 581.923
BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8 (11) 235.485
IURAN PENSIUN , IURAN Mpci o e N SR A 306.936
JUMLAH PENGURANGAN SLia: |5 v e - SIS B o (13) 1.124.344
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
JUMLAH PENGHASILAN NETTO L YT TR s Sl D e . (14)  15.223.834
PENGHASILAN NETTO MASA SEBELUMNYA .........coooooiiiiiii] e R (R () 0

PENHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21 (SETAHUN, DISETAMUNEANIT. .. oottt e et
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTEP) ..o,

PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16.17). e
PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN "

-PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA...............

-PPh PASAL 21 TERUTANG.....ccooovvvvovoo oo . S
PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS 777"

JUMLAH PPh PASAL 21 a- YANG KURANG DIPOTONG (20-22) ATAU (21-22)
b- YANG LEBIH DIPOTONG (22-20) ATAU (22-21)

..... (16)15.223.834

-.(17) 8.640.000
..(18) 6.583.834
-.(19)  658.300
....(20) 0
658.300
186.876

(23) 471424

JUMLAH TERSEBUT PADA a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN BULAN... TAHUN
ANGKA 23 TELAH b. SIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN...(24)
M. - PEMOTONG PAJAK -TANDA TANGAN JEMBER TGL. 01 MARET 2000
- KUASA NAMA TERANG
Drs, HARIJONO

SUMBER DATA : PERUM PERHUTANI KPH JEMBER 2000
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3.2 PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN PADA PERUM PERHUTANI
KPH JEMBER DALAM PELAKSANAAN KEWAJIBAN
PERPAJAKANNYA

D1 dalam Perum Perhutani KPH Jember pelaksanaan perpajakannya telah
dilaksanakan secara baik dan benar. Dimana telah sesuai dengan prosedur.
ketentuan umum dan tata cara perpajakan berdasarkan bukti-bukti serta petunjuk-
petunjuk dari Kantor Pelayanan Perpajakan dimana perusahaan itu berada dan
berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sampai saat ini.

Mengenai pelaksanaan penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap
secara khusus telah diproses dalam komputer dan tidak diketik sacara manual.
Dalam hal ini yang melaksanakan penghitungan atas PPh pasal 21 untuk setiap
bulannya dihitung dan diolah datanya oleh bagian urusan personalia yang akan
disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), dimana yang
membuat SSP adalah bagian keuangan yang data atas PPh pasal 21 yang terutang
berasal dari bagian personalia. Sedangkan untuk formulir 1721-A) formatnya
telah dibuat secara komputerisasi sehingga kita tinggal memasukkan data dari
penghasilan para pegawai tetap yang ada di Perum Perhutani KPH Jember secara
langsung. Formulir ini digunakan oleh Perum Perhutani KPH Jember sebagai
pemotong pajak PPh pasal 21 untuk menghitung besarnya PPh pasal 21 yang
terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan dari setiap pegawai tetap atau
penerima pensiun/THT yang jumlah penghasilan netonya melebihi PTKP, yang
dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir,
Dalam pelaksanaan perhitungan PPh pasal 21 yang terutang sebesar 10% dari
Penghasilan Kena Pajak yang disetahunkan (berdasarkan peraturan UU RI No. 17
Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan), dan kemudian disetorkan pada KPP
setempat.

Dengan menggunakan formulir 1721-A1 dari penghitungan penghasilan
bruto yang disetahunkan tadi maka akan diketahui PPh pasal 21 tiap pegawi tetap
yang terutang. Dari formulir 1721-A1 telah diketahui secara rinci penghitungan
PPh pasal 21 yang terutang mulai dari penghasilan bruto yang disetahunkan

sampai dengan penghasilan kena pajak yang disetahunkan tiap pegawai tetap
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Perum Perhutani KPH Jember. Dalam hal ini yang membuat dan mengolah

penghitungan atas formulir 1721-A1 adalah bagian personalia karena data

mengenai penghasilan yang diperoleh tiap bulan para pegawai tetap yang
membuat ada pada bagian personalia jadi data-data dan dokumen-dokumen
mengenai penghasilan para pegawai tetap ada pada bagian personalia.

Setelah dilaksanakan penghitungan penghasilan vang dikenakan PPh
pasal 21 pada formulir 1721-A1 untuk tiap-tiap pegawai tetap Perum Perhutani
KPH Jember . Selanjutnya formulir 1721-A1 diserahkan kepada bagian keuangan
yang dijadikan pedoman untuk penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 vang
akan disetor paling akhir tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Semelumnya
bagian keuangan membuat formulir 1721-A. Formulir ini merupakan daftar
nominatif pegawai tetap dan penerima pensiun/THT serta PPh pasal 21 vyang
dipotong dalam tahun takwim yang bersangkutan, ringkasan dari formulir 172]-
Al tiap-tiap pegawaitetap Perum Perhutani KPH Jember yang dibuat oleh ba gian
personalia. - Dimana pada Perum Perhutani KPH Jember dalam penyetoran SPT
Tahunan PPh pasal 21 telah dilaksakan tepat pada waktunya.

Pada bagian keuangan ini, setelah membuat dan menghitung formulir-
formulir yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka langkah
selanjutnya mengisi dan menghitung induk SPT Tahunan PPh pasal 21 vang akan
dilaporkan dan disetorkan kepada KPP Jember. Pada formulir inj tentang jumlah
penerimaan penghasilan para pegawai pada Perum Perhutani KPH Jember secara
keseluruhan antara lain sebagai berikut :

a) pegawai tetap dan penerima pensiun/Tunjangan Harj Tua/Tabungan HariTua
(THT). (diisi dari formulir 1721-A);

b) Pegawai tidak tetap/penerima honorarium dan penghasilan lainnya/penerima
penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 bersifat final/pegawai dengan status
wajib pajak luar negeri. (diisi dari formulir 1721-B).

Setelah penerimaan penghasilan dikelompokkan berdasarkan golongan pegawai,

maka dapat diketahui jumlah penghasilan bruto selama satu tahun takwim yang

bersangkutan berdasarkan golongan pegawai tersebut. Selain itu Jumlah PPh pasal

21/16 yang terutang selama tahun takwim yang bersangkutan terlihat rinciannya
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berdasarkan golongan pegawai yang tercantumkan. Maka dari sini penulis bisa
mengetahui apakah Perum Perhutani KPH Jember dalam penyetoran SPT
Tahunan PPh pasal 21 pada tahun takwim yang bersangkutan lebih bayar/kurang
bayar dan PPh pasal 21/26 yang telah disetor pada tahun takwim sebelumnya
dapat kita ketahui riciannya. Apabila SPT Tahunan PPh pasal 21 lebih setor maka
dapat dikompensasikan/diperhitungkan pada tahun takwim berikutnya, dan
apabila kurang setor maka dapat direstitusikan/dilunasi kekurangannya pada tahun
takwim berikutnya selambat-lambatanya tanggal 25 Maret.

Apabila SPT Tahunan PPh pasal 21 telah dibuat secara benar, jelas,
lengkap dan ditanda tangani oleh pemotong pajak dalam hal ini Perum Perhutani
KPH Jember maka SPT Tahunan PPh pasal 21 tersebut langsung disetorkan ke
KPP Jember. (pasal 3 ayat (3) & pasal 5 UU KUP No. 16 Tahun 2000. Pda Perum
Perhutani KPH Jember SPT Tahunan PPh pasal 21 yang disetorkan ke KPP
Jember berupa SPT Tahunan PPh pasal 21 beserta formulir-formulir
pendukungnya yang dibuat oleh bagian keuangan. Namun mengenai masalah
keuangannya pihak Perum Perhutani KPH Jember langsung menyetorkan ke bank
persepsi setempat, dalam hal ini yang ditunjuk adalah BNI 46 Cabang Jember.
Kedua pihak tersebut mempunyai fungsi untuk saling mencocokkan hasil dari
penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 vang telah dibuat oleh bagian keuangan
Perum Perhutani KPH Jember sebagai pemotong pajak atas penghasilan dari para
pegawainya, apakah uang yang disetorkan ke Bank persepsi yang telah ditunjuk
sama/tidak dengan formulir yang disampaikan/dilaporkan ke KPP Jember olch
pthak Perum Perhutani KPH Jember.

Adapun pengolahan data mengenai besarnya pajak penghasilan pasal 21
yang terutang untuk para pegawai tetap berdasakan golongannya pada Perum
Perhutani KPH Jember yang akan dilaporkan dan disetorkan ke Kantor Pelayanan
Pajak setempat dengan menggunakan SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun
1999 yang akan disetorkan pada tanggal 31 Maret tahun 2000. Hal tersebut dapat
dilihat dari tabel 3 sebagai berikut:
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Tabel 3. Laporan pengolahan data besarnya pajak penghasilan pasal 21 yang
terutang atas pegawai tetap berdasarkan pengelompokan golongan
untuk tahun 1999,

No | Jumlah Pegawai | Gol Penghasilan PPh Pasal 21 Prosentascj
Tetap Bruto terutang
l 19 orang I Rp 288776.758 Rp 18.298.180 | 9.70%
2 96 orang I Rpl.527.603.467 Rp 79.955.130 | 42.38%
3 137 orang I Rpl.842.742.778 Rp 90.393.292 47.92%
252 orang Rp3.659.123.003 Rp 188.646.602 100%

Sumber Data: Perura Perhutani KPH Jember 2000

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah pajak penghasilan pasal
21 yang terutang sebesar Rp188.646.602 untuk para pegawai tetap di Perum
Perhutani KPH Jember tidak dibayarkan sepenuhnya pada tanggal 31 Maret tahun
takwim yang bersangkutan, tetapi sebelumnya telah diangsur dengan SPT Masa
pada masa tahun takwim tersebut sebesar Rp90.780.414 dimana pembayarannya
menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ke-3 dan kekurangan Pajak
Penghasilan pasal 21 yang terutang untuk para pegawai tetap tersebut akan
dibayarkan pada tanggal 31 Maret tahun takwim yang bersangkutan sebesar
Rp118.327.423 dengan menggunakan induk SPT Tahunan beserta lampiran-
lampirannya ke kantor Pelayanan Pajak setempat. Berdasarkan tabel 3 di atas
dapat diketahui bahwa pengelompokan golongan yang paling besar ada pada
golongan I sebesar 47,92% dibandingkan dengan golongan 111 sebesar 9,70% dan
golongan II sebesar 42,38%. Hal ini mengalami perbandingan yang cukup besar
diantara kedua golongan tersebut. Prosentase atas Jumlah pajak penghasilan pasal
21 yang terutang mengalami perbedaan yang cukup besar, karena dipengaruhi
oleh besarnya jumlah pegawai tetap pada setiap kelompok golongannya
sedangkan jumlah pegawai tetap di Perum Perhutani KPH Jember yang terbesar
ada pada golongan I. Maka dalam pelaporan dan penyetoran PPh pasal 21 yang
terutang dengan menggunakan SPT Tahunan PPh pasal 21, jumlah pembayaran
terbesar untuk PPh pasal 21 terutang atas pegawai tetap didukung oleh golongan I.
Sehingga dari data diatas dapat dilihat bahwa Perum Perhutani KPH Jember
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dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya telah melaksanakan secara baik dan
benar berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, hal ini telah
terbukti dengan dimilikinya NPWP dengan No. 1 001 652 5 626 yang digunakan
untuk pelaksanaan pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 21 yang dilaksanakan
secara tertib setiap tanggal 31 Maret tahun takwim yang bersangkutan.
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1V. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab terdahulu
mengenai pelaksanaan penghitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 yang terutang
pada Perum Perhutani KPH Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakannya
sccara baik dan benar, hal ini telah terbukti dengan dimilikinya NPWP yang
digunakan untuk pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 yang
terutang atas para pegawai tetap dengan menggunakan SPT Tahunan PPh pasal 21
dengan nomor 1 001 652 5 626. Di mana jumlah pembayaran yang terbesar atas
PPh pasal 21 yang terutang para pegawai tetap didukung oleh kelompok golongan
I sebesar 47,92%, Perbandingan besarnya prosentase antara golongan [,IT dan 111
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 hal 43. Dimana perbedaan besarnya
prosentase tersebut dipengaruhi oleh jumlah pegawai tetap di Perum Perhutani
KPH Jember yang terbesar 'ada pada kelompok golongan I, karena masa
jabatannya lebih lama dibandingkan golongan III dan golongan TI, hal ini yang
mendukung besarnya PPh pasal pasal 21 yang terutang lebih besar dari golongan
Il dan golongan II yang akan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Dengan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini, penulis dapat memahami
secara langsung pelaksanaan perhitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 atas pegawai
tetap di perum perhutani KPH Jember. Di perum perhutani KPH Jember sistem
perhitungan SPT Tahunan PPh pasal 21 menggunakan sistem self-assessment, di
mana negara memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, menyetor dan melaporkan secara benar, jelas dan lengkap
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pemotong
pajak atas penghasilan para pegawai Perum Perhutani KPH Jember, maka dalam
pelaksanaan perhitungan dan pengisian SPT Tahunan menggunakan formulir
1721, di mana pada tanggal 31 Maret tahun takwim yang bersangkutan akan
disetorkan dan dilaporkan pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan

Pajak dimana Perum Perhutani KPH Jember terdaftar sebagai wajib pajak.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

46

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima
kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam pembuatan laporan
akhir Praktek Kerja Nyata ini. Khususnya kepada pihak Perum Perhutani KPH
Jember yang telah bersedia memberikan tempat untuk Praktek Kerja Nyata bagi
penulis dan mencari data serta informasi sebagai bahan dalam penyusunan konsep
laporan PKN ini. Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan atas semua
Jasa-jasanya. Dan penulis mengharapkan semoga karya tulis dalam bentuk laporan
akhir Praktek Kerja Nyata ini, dapat memberikan manfaat untuk selan) utnya dapat

memenuhi harapan bagi kita semua .
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DEPARTEMEN PENDID
UNIVERSITAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL

5
HCAN NASTONA L
JEMBER

DAN ILMU POLITIK

—_——

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp, (0331) 335586 - 331342, Fax, 03

i e

Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id

—

31 - 331342 Jember 68121

Nomor

:3833/J25.1.2/PP.9/2000

Jember, 4 Desember 2000

Perpajakan

Lampiran . 1 (satu) lembar

Perihal : Permohonan Ijin Magang Mahasiswa D-II]
FISIP, Universitas Jember

Kepada . Yth, Kepala Perum. Perhutani KPH V Jember

JI. 8. Parman 4 Jember
di-

Jember

Dalam rangka untuk mengembangkan wawasan praktis Mahasiswa D-II]
Perpajakan FISIP Universitas Jember, maka setiap Mahasiswa yang

telah menyelesaikan 100 SKS di "wajibk
Magang,

an untuk mengikuti kegiatan

Oleh karena itu kami mengharap dapatriya diberikan kesempatan untuk

kegiatan Magang di Perum. Perhutani KPH V Jember selama | (satu)

_ bulan, bagi Mahasiswa tersebut di bawah:

NO NAMA

. NIM
1 | Dewi Kristanti 98 -1023
2 | Retno Handayani 98 - 1031
Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan ten asih
y ST
{JCH. TOERKI
0524 432

T e = I e e b LT SRS bt e LY
|5
sl | ol

e ol W e

Suaee.

T I ﬁu(
e R . - A

e st

S el S

u
Ty
Ny g

e ot
i
S R
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DEPARTEIVIEN PENDIDHCAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMIBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id

Surat Tuoas

Nomer : 51) W25 1.0 PP 02001

Delian Falodtas T So5i4d o an e Politil Tk ersitns Jomnher menneaslian namn-.

tama dibawah ind ;

! No Nawma N [ Kshrhrmma 1
S -q SABS—
} 01 I Dewi Fiistant 9% - 1023 i Fetua |
lr 02" | Retno Mundayani | RIS T | Waldi Tictun )

Untule wengiknti Propram Magang di PU Kehutanan N egira Jember selama 1 buian
terhitung sejal tanggal ditetapkan sampai dengan selesai.  Selama melaksanakan

hegintan magany diwajibhon men: silouti taty teitih dan disiptin Rerja vang berlakn di

Dersiichan surat tugas ini dibuat untak dilaisaakan sebagaimana mestinya.

._.\ /N‘ |lh\u5‘:'f /
W i o "B 1. MOCIHL. TOERIKT

NIP. 139 524 832
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PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
PERUM PERHUTANI UNIT I

KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEVIBER
JI. Letjen. S. Parman No. 4 Kotak Pos 60 Jember ‘

Telepon : 336841

Kawat - perumhut kph jember Bauk : BNI 1946 Cab. Jembor
Facimile : 336421 (0331) Bank MANDIRI
e st eSS ——

————— ] ————

SURAT KETERANGAN

Tang bertanda tangan dibawan ini ;
Nama ¢ Ir. M .M IMAN TAWAKAL, MBA
NIP ¢ WRLOBDOT 743
an ¢ ADMINISTRATUR

FPerum Perhutani KPH Jember
FMemberltahukan dengan sebeliarnya bahwa Mahasiswa D3 FPERFAJAKAN
FAKUT,TAS TLMU SOSTAT, DAN TIMU POLTTTK UNTVERSTTAS NEGERI JEMBER

fli=2 10 S 103
) e S EirTan et b kd BTG

o= i  DEWI KRISTANTI

Jenber
T=lah nmelakzanakam Praktsk Kerja Nyata {(PEM) dari tanggal 19
Fepruari <001 sampal dengan tanggal aret 2001.
Dend ish wWhtuk wens adiicay t E ki,

dember, A Marst 2001

Admipistratur,

UNIT 1
JAWA TIMUR

y/2x .M.M IMAN TAWAKAL, MBA
NIP. 710 007 743 e
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PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGAR A
PERUM PERHUTANI UNIT II
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JENMBER

JI. Letjen.’S. Parman No. 4 Kotak Pos 60 Jember

Telepon
Kawat
Facimile ;

336841
¢ perumhut kph jember
336421 (0331)

— e man

Bank : BNI 1946 Cab. Jember

Bank MANDIRI

—t e s

DAFTAR ABSENSI PRAKTER KERJA NYATA
PADA PERUM PERHUTANI KPI JEMBER

[ NO TANGGAL j JAM T TANDA TANGAN |
| ‘ | ‘ i
1 19 Februari 2001 ; 07.00-15.00 & @M e
|2 | 20 Februari 2001 | 07.00-15.00 N zh@ﬂ@% |
'3 21 Februari 2001 | 07.00-15.00 3. {@m \ el
4 | 22Fcbruari2001 | 07.00.15.00 | % 4 ‘“@ﬁ’%
P 8 23 Februari 2001 07.00-11.00 LS 'ﬂ%ﬁﬁ% N
|6 | 24 Februari 2001 | LIBUR ; i 6. \
I 7 1 28 Kebruari 2001 | MINGGLU g ) o
|8 26 Februari 2001 | 07.00-15.00 | 9‘1@%& |
9 27 Februari 2601 | 07.00-15.00 | 9. ”@ﬂ}f[ﬁ ISV |
BB 28 Februari 2001 | 07.00-15.00 Vs 10.’@1\% |
1 I Maret 2001 | 07.00-15.00 11 ’@@( b
12 2 Maret2001 | 07.00-11.00 T 12.'@1]@‘& |
13 | 3 Maret 2001 ! LIBUR | 13, =
4 4 Maret 2001 i MINGGU | Sy 14 ;
15 | S Maret 2001 | LIBUR 15, Z)@)\[ﬂﬁ i
| 16 6 Maret 2001 | 07.00-15.00 . | o 16 @ﬁ@ |
17 7Maret 2001 07.00-15.00 | 17. W@ 7l
18 $ Maret2001 |, 07.00-15.00 | 18, ’ﬁ}lw j
19 9 Maret 2001 | 07.00-11.00 19, '@tﬂﬁ wif 4
20 10 Maret 2001 | LIBUR s W N |
i 2ZE | 11 Maret 2001 i MINGGU | 21, N
22 | 12Maret2001 | 07.00-15.00 | A5 “@Q\:;‘M |
2301 13 Maret 2001 | 07.00-15.00 23, ”}}“\m AW
L 24 14 Maret 2001 017.00-15.00 L < '@1\:,1{%
.25 L2 NMaret 2001 07.06-15.00 25, aﬂ])\ql% L
26 1A Ndaret 20001 07 00-11.04) e . 6. ?ﬂﬂ}{w .
2 17 Maret 2001 | LIBUR 27 b
2% 0 A8 Maret 2001 MINGGU ¢ 28, |
29 | 19 Maret 2001 07.00-15.00 1 29, f}@‘\ﬂg

H

N*O

NIP.

710 012 401
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LEMBAR 1

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P)

...................................................

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.| SURAT SETORAN PAJAK I

NPWP . D - L l ,j = LI ﬂ = D — DII diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP

.......................................................................................................................

Alamat WP

.......................................................................................................................

............................................................................... Kode Pos L] ] L 1]

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran &)
(MAP)

EORN’ ZEK s

Dusi sesuar dafiar padu halaman belakang lembar |

Setoran DMasa DTahunan Final STP SKPKB D SKPKBT Tahun

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaun

Diisi tahun Pajok
setoran dimaksud

Jan | Peb | Mar Apr | Mei | Jun | Jul Ags | Sep | Okt [ Nov | Des

Bert tandu silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan D]:D

oo [ LT T T3/ [(T10/ [T/ [T 17 [

Diisi sesuai Nomor Ketewupan ; STP. SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran e SN s o A1
Diist dengan pembayaran upiah penuh

i dengan p % R Diisi dengan LSS T A ) A
b L G e\ S/ A

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Waijib Pajak/Penyetor
Tanggal .....cccoceveeeevvinnn

........................... T | B

Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada haluman belakung lembar | -
Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atus transuksi pengalihan hak atas tanah dan bungunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh finul atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LEMBAR 2

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P)

Atesasssssveaessssrasans

Untuk KPP melalui KPKN

DEPARTEMEN KEUANGAN R.| SURAT SETORAN PAJAK ,

NPWP : D = LI l —l = L I IT —D = I:I:D diisi sesuai kurtu NPWP

Nama WP
Alamat WP

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

........ e o el s e W Pos | | ] [ ] ]

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
nldiy /4% MPESanl 459\ N

GETT] [T IR €AW e AN "N

Diisi sesuai dafiar pada halaman belakang lembar |

Uraian Pembayaran )

Setoran : I:] Masa D Tahunan Final STP D SKPKB D SKPKBT Tahun
Bert tanda silang pada kolom yang berkenaan Diisi tahun Pajak
3 setoran dimaksud
Jan | Peb | Mar Apr | Mei | Jun | Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Des
Beri tandu silang pada kolom bulun untuk fetoran masa, final dan pembayaran STP. SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan D:m

NomorKetetapan:L[ ] | Ij/LI ]jll ] ]/[ l l*,/L,]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB. SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang
Diist dengan pembayaran rupiah penuh

Duisi dengan huruf

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ...ocooooveie

Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar puda haluman belakang lembar |
Tambahan Informasi

- Khusus PPh final atas transaksi pengaliban hak atas tanak dan bangunan diist nama pembeli dan loka obyek
- Khusus PPh Sinal aras persewaan tanch dan bangunan diisi nama penyewa dan [okasi obyek

KPP POIP 5.1 -98
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(S

SURAT SETORAN PAJAK

3

Unluk dilaporkan
oleh WP ke KPP

LEMBAR

S P)

NPWP ]:l N ] - I I N D F EI_—_I:] diisi sesuai kartu NPWP
Nama WP SR RS SRE) BEREL s dte s rne e 5444 s e e s sanen s e s asanhees s seen pRe st e tos b eas
Alamat WP P A e SO
......... e, Kode Pos [T ] ]
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
(MAP)

TT] 113

Dusi sesuar daftar pada halaman belakang lembar |

.................

Beri tanda silang pada kalom yang berkenaun

setoran : [ | Masa [ ] Tahunan [ ]Fina [ ]ste [ ]skeke

Tahun

Diisi tahun Pujak

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul

setoran dimaksud

Ags | Sep | Okt | Nov | Des

Beri tandu silang pada kolom bulun untuk setoran masa, final dan pembayaran STP. SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaun

HEER

Nomor Ketetapan : L | l r , —Ill

L m [ A Jee 7]

| 1]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diist dengan pembayaran rupiah penuh

Terbilang

5 (T, . W

Diisi dengan huruf

.....................................................................

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangpan

Nama Jelas ;

...........................................................

Wajib Pajak/Penyetor

Cap dan tandu tangun

Nama Jelas : ....ccvvvniinnnn, .

......................................

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftur puda halaman belakang lembar | -

Tambahan Informasi ;

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bungunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanch dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek

KFP. PDIP. 5.1.-98
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LEMBAR 4

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK (S S P)

.........................................................

DEPARTEMEN KEUANGAN R.| SURAT SETORAN PAJAK I '

NPWP : D - l | —, = [ [ ] 1 = l:l = [:l:]] diisi sesuai kartu NPWP

s e
Alamat WP @ e
.............................. .. KOde Pos [ | | ]
Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran *)
(MAP) _ _
o] T}/ T Tl @Y. . N6 "8 N\
Diisi sesuar daftar pada halaman belakang lembar | 2 = i b oL O T o T O S 1 B
Setoran : [ |Masa [ ] Tahunan| ]Final sTP [_]skPke [ ] skPKBT | Tanun

Ber: tanda silung pada kolom yang berkenaan Diisi tahun Pajuk

Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul Ags | Sep | Okt | Nov | Deg | " dimaksud

Bert tundu sitang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, Sk PKB, SKPKBT masa yang berkenaan Em

NomorKetetapan:l ] l ' l7/L]]j/Llj/l l l ]/l_u

Diisi sesuai Nomor Ketetupan : STP SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Diisi dengan huruf

.....................................................................

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal .cocovcvvvcivnnvnns | T s e L
Cap dan tanda rtangan Cap dun tandu tangan
Nama Jelas : ......ccccoovvrvererrnnn, e s, Y DOREOR SEHIE § oo vpmsiionssssssstiessnmsensmmessetstssmsrens o

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar puda halaman belakang lembar |
Tambahan Informasi :
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan huk atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi numa penyewa dun lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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LEMBAR 5
DEPARTEMEN KEUANGAN R.| SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ( S S P) Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : D - -l 1 ]- D - j]:] diisi sesuai kurtu NPWP

Nama WP
Alamat WP

M SR LI I

..................................................................

S— T o B . KodePosL] [ ] ]—]

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran
sl /5 \ DS a0 N

PO TIAIT IR | @Y. YW@ N\

Diisi sesuai dﬂﬂar pada halaman bglukaug e e M S S

Uraian Pembayaran *)

Setoran [ ] Masa [_] Tahunan[_]Final [Jse [Jskpka [ ] skrkeT | 1amon

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaun

Diisi tahun Pajuk

: setoran dimaksud
Jan | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags Sep | Okt | Nov | Des 1
Beri tundu silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayuran STP. SKPKB, SKPKBT masa yang berkenuan D]j]

Nomor Ketetapan : | | [l ]—lf[ |l—|/[ |1/[ l lj’[ | ]

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP. SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Terbilang
Diist dengan pembayaran rupiah penuh

................................................................................

Diisi dengan huruf

.....................................................................

..........................................................................................................................

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Wajib Pajak/Penyetor

Tanggal e (< | RRCOE
Cap dan tunda tangan

Nama Jelas :

...........................................................

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada hualaman belukang lembar | :
Tambahan Informasi ;

- Khusus PPh finul atas transaksi pengalihan hak atas tunuh dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi ob yek
- Khusus PPh finul atas persewaan tanah dun bangunan diisi numa penyewa dun lokasi obyek

KP. PDIP. 5.1.-98
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KANTOR PELAYANAN PAJAK

LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN
Nomor :
Tanggal :
Nama N.PW.P
Alamat No. PK.P

Jenis Pajak :

Ms/Thn pajak :

TEMPAT PELAYANAN TERPADU Uralan Prf/Tg Uralan PriTy
Uralan PrﬂTg Diteruskan ke PENYIDIKAN
Surat diterima : 1. langsung AL SORS1L o, ., ok 1. Diberitahukan kepenuntut umum]|.............
2. melalui pos |.o... 2. Diterima Seksi [ 2. Penyidiken =~ |
3. Selesai diproses | 3. Selesai disidk |
4. Disampaikan kepenuntut umum |..........
PENETAPAN
SEKSI TERKAIT PENGELOLAAN
T T - SPT. Tahunan PPh / masa PPN (2 A RN, U
a n
r a g Uralan PrfITg ZLSWPINS NS L
Diteruskan ke : —= S Skeplkey 0 I8 L
(B8 N . PENGOLAHAN SPT 4.8KPKBT |
2. Diterima Seksi | 1. Dicatatpada 1Q-1 [ ... . geScPLE - T
3. Selesai diproses 2. Selesai di-Edit [
Diteruskan ke : 3. Selesai direkam [ RESTITUS
TBBREE Lt N 4. Dicatat pada 1Q-2 | 1.SKPKPP
2. Diterima Seksi | PEMERIKSAAN S . S T
3. Selesai diproses | ... G.lengkap. . T | e PENGARSIPAN
Diteruskan ke : 7. Sederhana : 1. Dimasukkan keinduk berkas  |......._
T KB s ovsuiicsosssvunivs sbisatevinsinn fivesnexsacns) GAokapangan . L 0 L 2. Diteruskanke: | .
2. Diterima Seksi [ .. L R TN . T ) (Sey S Y A
3. Selesai diproses 3. Diterima kembali |

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Facsimile :

ama
amat

nis Pajak :

PRSI & 4~

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor

N.P.W.P
No. PK.P

Ms/Thn Pajak :

Petugas penerima,
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SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PERHATIAN: @ BACA BUKU PETUNJUK

® [SI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

FORMULIR

1721

BEPARTEMEN KEUANGAN HI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

® BERITANDA X DALAM [] (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

LL L]

A NPWP PEMOTONG PAJAK

3

190 O O [

B.NAMA PEMOTONG PAJAK

C.ALAMAT PEMOTONG PAJAK
KOTA/KODE POS
TELEPON / FAX

LLLLL

D.JENIS USAHA

E.NAMA PIMPINAN

r

F. DALAM TAHUN TAKWIM YANG BERSANGKUTAN

SEBAGAI BERIKUT :

DIISI OLEH DINAS

|. TGL. SPT
DISAMPAIKAN ...

2. STATUS SPT LJ
3. NIKL (RN l ‘

4. LAMPIRAN
5. KODE
KLU

TELAH MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26

JUMLAH JUMLAH PPh PASAL 21726
GOLONGAN PEGAWAI PENERIMA PENGHASILAN TERUTANG _
PENGHASILAN BRUTO (Rp)
(Rp)

(2)

(3)

(4)

13 PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN
HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)
(DIIST DARI FORMULIR 1721-A)

2 PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN
PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN
YANG DIKENAKAN PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/
PEGAWAI DENGAN STATUS WAIJIB PAJAK LUAR NEGERI
(DIISI DARI FORMULIR 1721-B)

3 JUMLA H (1+2)

4 PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG TELAH DISETOR ......oooooviveoiionsios oo oo oo

5. STP PPh PASAL 21/PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)

T a. D PPh PASAL 21/PASAL 26 YANG KURANG DISETOR (ANGKA 3 KOLOM 4 - ANGKA 6)

b. [] PPhPASAL 21/PASAL 26 YANG LEBIH DISETOR (ANGKA 6 - ANGKA 3 KOLOM 4)

JUMLAH PADA ANGKA 7 a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL ........cocooerioiiommmmmmsicsiosmsmessssssosesssossisssosssoeeseoeos

G PERMOHONAN

PPh PASAL 21 YANG LEBIH DISETOR PADA ANGKA 7b MOHON DIPERHITUNGKAN DENGAN PEMBAYARAN
PPhPASAL 21 UNTUKBULAN . iinamsinmriaiinm il

H. LAMPIRAN

HAL PEMOTONG PAJAK ADALAH KERJASAMA OPERASI

SELAIN LAMPIRAN 1721- A, 1721 - Al ATAU 1721 - A2, 1721-B, DAN 1721-C, BERSAMA INI KAMI LAMPIRKAN PULA -

PEMBERITAHUAN PEMBETULAN NAMA DAN/ATAU

ALAMAT

1. [] SURAT SETORAN PAJAK 4
2. [ SURAT KUASA KHUSUS . LA
3 |:| LAPORAN KEUANGAN KERJASAMA OPERASI, DALAM I e st S e T LS iR TSRS

. PERNYATAAN

[ kuasa

|:] PEMOTONG PAJAK

TANDA TANGAN

NAMA TERANG

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS
BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS,

KP.PPh. 3.2.-98
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LAMPIRANA

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721 - A

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREXTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA
PENSIUN/TUNJANQAN HARI TUA/TABUNGAN
HARI TUA (THT)

TAHUN TAKWIM

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

NAMA PEMOTONG PAJAK
NPWP PEMOTONG PAJAK

A. DAFTAR PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/THT YANG PENGHASILAN NETONYA MELEBIHI PTKP

- YANG MEMPUNYAI NPWP
- YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP

NO.
URCL)jT NAMA NPWP PENGHASILAN BRU;I'O PPh PASAL 21 TERUTANG
(Rp) (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5)
& JUMLAH

B.JUMLAH PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN/
THT YANG PENGHASILAN NETONYA TIDAK

MELEBIHI PTKP

C.JUMLAH A+B

CATATAN :

- PINDAHKAN JUMLAH ORANG PADA C KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA | KOLOM (2)
PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (4) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA | KOLOM (3)
PINDAHKAN JUMLAH C KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA | KOLOM (4)
JIKA RUANGAN FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

|
=
2
3
4
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LAMPIRAN I-A

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

LBR. 1 : UNTUK KPP

LBR.2 : UNTUK PEMO-
TONG PAJAK

LBR.3 : UNTUK PEGAWAI

DIRERTORAT AN S PA1oh HARI TUA/TABUNGAN HARI TUA (THT)

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

FORMULIR

1721 - Al

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

® BERITANDA X DALAM [] (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

LL 11|

A.NOMOR URUT

B. NAMA PEMOTONG PAJAK

i 1_| LLLT L O L

D. ALAMAT PEMOTONG PAJAK

E.NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

F. NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

G. ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSIUN/THT

NN RN

H.JABATAN :
1.STATUS DAN [ENIS KELAMIN : D KAWIN D TIDAK KAWIN D LAKI-LAKI D PEREMPUAN
J. JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP ALyE o 3

K. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN S.D,

L. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

(DALAM RUPIAH)
® PENGHASILAN BRUTO
1. | GAJI/PENSIUN/THT 1
2. | TUNJANGAN PPh 2
3. | TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB 3.
4. | HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA w..coooomvivrrrosomsssososon 4,
5. | PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERIKERJA ... 5,
6. | PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG 6,
DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh. PASAL 21
7. | TUMLAH (15.D.6) 7
8. | TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASL JASA PRODUKSL, DAN THR 8.
9. | JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7+8) 9,
® PENGURANGAN
10. | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA7 ........... 10.
11. | BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKAB ... | 1L
12 [ TURAN PENSIUN, TURAN THT o.ocoooovvsssssssssssssssesssocssssesessbseesesssstssessss et eseeoess 12
13. | JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11+ 12) 13.
©® PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
14. | JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13) 14,
15. | PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA 15,
16. | JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN
PPh PASAL 21 (SETAHUN /DISETAHUNKAN) 16.
17. | PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKF) 17.
18. | PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (16-17) 18,
19. | PPhPASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN 19
20. | PPhPASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA ......... 20.
21. | PPhPASAL 21 TERUTANG 21
22, | PPhPASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI
[] a YANGKURANG DIPOTONG (21-22)
B, | JUMLAHFFAPASAL2]. = ssescscsesssssesesemescacnsacssssesa 2.
[] b YANG LEBIH DIPOTONG (22-21)
24, | JUMLAHTERSEBUT [ ] a DIPOTONG DARIPEMBAYARAN GAJl BULAN
PADAANGEATS = cassesswsssssvcisudbivsasssovivenaroresssmtss 24,
TELAH D b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN
M. [:] FPEMOTONG PAJAK TANDA TANGAN TGL.
e e e e
[] xuasa NAMA TERANG

CATATAN O TR AT D APAT PR REARN VAY COCTTAT VDA AR Y'DDODT TTA BT
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LAMPIRAN I-B
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENG UNGAN PP} PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ABRI, PEJABAT
NEGARA, DAN PENSIUNANNYA

DEPARTEMEN KEUANGAN RUI

LBR.1 : UNTUK KPP
LBR.2 : UNTUK BENDA
I!ARA\‘\;AN PEMO

) B
FORMULIR

1721 - A2

DIREKTORAT IFNDERAL PAIAK ® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721-A

TAHUN TAKWIM

® BERI TANDA X DALAM [ (KOTAK) YANG SESUAI

PERHATIAN : PEMOTONG PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEM BRINTAH, PT. TASPEN, PT, ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAMPIRAN IN

!

. NOMOR URUT

. NAMA INSTANSI/BADAN LAIN
. NAMA BENDAHARAWAN

. NPWP BENDAHARAWAN

. ALAMAT BENDAHARAWAN

m® g N9 »

NAMA PEGAWAI/PENSIUNAN
NIP/NRP
G. NPWP PEGAWAI/PENSIUNAN

H. ALAMAT PEGAWAI/PENSIUNAN
I. PANGKAT/GOLONGAN

N. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

]. JABATAN
K. STATUS DAN JENIS KELAMIN : I—_—I KAWIN TIDAK KAWIN D LAKI-LAKI D PEREMPUAN

L, JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP ) pr———

M. MASA PEROLEHAN PENGHASILAN A .

® PENGHASILAN BRUTQ

1. 2731808 Ll gl L] b RO L S o N

2 TUNJANGAN ISTERI

3. TUNIASGAN ABERK o cviasisirsempimsesiiiinisca sttt oo i e 0 L
4 JUMLAH GAJl DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)

5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN

6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL ...

9 TUNJANGAN BERAS .....

8. TUNJANGAN KHUSUS ..oovoese e

5. TUNJANGAN LAIN-LAIN

10. JUMLAH (4S.D.9)

® PENGURANGAN
11, BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN (ot e — ol

12, TURAN PENSIUN )3 N
13 JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12} oo

® PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14, JUMLAH PENGHASILAN NETO (10-13)

18, JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN /DISETAHUNKAN) ...
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

17. PENGHASILAN KENA PAJAK (15-16) ...

18. PPh PASAL 21 TERUTANG .....coo0ri.

Rp.
Rp.

Rp. s

Rp.
‘Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

® BENDAHARAWAN

19, PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG i Rp.
E| a YANGKURANGDIPO’I’ONG(IB 19)

20, JUMLAHPPRPASAL21 ~ =scceeeacececcccciocsassmscncssssensassanencans B8, romre st sscsst ettt
D b. YANG LEBIH DIPOTONG (19-18)

O | ® PEGAWAITERSEBUT ¢ [] ormoankan [[] ooanan [ earu ] rewsion

P.

NIF/NRP

CATATAN FORMITTIR INT DAPAT DIPERRANVAYK CRCITAT DENC AN YEDEDET TTA N
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LAMPIRAN II
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR

1721 - B

" DAFTAR PEGAWAI TIDAK TETAP/PENERIMA HONORARIUM DAN

PENGHASILAN LAINNYA/PENERIMA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN
PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL/PEGAWAI DENGAN STATUS WAJIB PAJAK

NEPARTENEN KEVANGAN R
DIRCRTORAT JENDLRAL PAJAK LUAR NEGERI

TAHUN TAKWIM

L]

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

A.NAMA PEMOTONG PAJAK
B. NPWP PEMOTONG PAJAK : AR U | O ]

g

C. RINCIAN GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN, JUMLAH PENGHASILAN, DAN PPh PASAL 21/PASAL 26 TERUTANG SEBAGAI BERIKUT :

No. GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO
(Rp)

PENGHASILAN SEBAGAI
DASAR PENERAPAN
TARIF
(Rp)

PPh PASAL 21 ATAU
PPh PASAL 26
TERUTANG
(Rp)

) ; (2) )

4) »

(3)

1 @ PPhPASAL 21 TIDAK BERSIFAT FINAL

1 PEGAWAI HARIAN LEPAS DENGAN UPAH
HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN,
HONORARIUM DAN IMBALAN LAINNYA
YANG JUMLAH HONORARIUM DAN
IMBALAN LAINNYA TERSEBUT DIHITUNG
ATAS DASAR BANYAKNYA HARI YANG
DIPAKAL SEBANYAK ...ccccuiicins ORANG

Z PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMAGANG, DAN
CALON PEGAWAIL SEBANYAK .....coeiee
ORANG

3! PENERIMA HONORARIUM, UANG SAKU, HA-
DIAH ATAU PENGHARGAAN, KOMISI, BEA
SISWA, DAN PEMBAYARAN LAINNYA YANG
JUMLAHNYA DIHITUNG TIDAK ATAS DASAR
BANYAKNYA HARI YANG DIPERLUKAN
UNTUK MENYELESAIKAN JASA ATAU
KEGIATAN, SEBANYAK ........... ORANG

4 KOMISARIS/ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
YANG TIDAK MERANGKAP SBBAGAI
PEGAWAI TETAP, SEBANYAK ....... ORANG

5. MANTAN PEGAWAI, SEBANYAK ...
ORANG

6. PESERTA PROGRAM PENSIUN, SEBANYAK
. ORANG

7. TENAGA AHLI SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PETUNJUK PEMOTONGAN PPh
PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 (PENGACARA,
AKUNTAN, ARSITEK, DOKTER, KONSULTAN,
NOTARIS, PENILAI, DAN AKTUARIS),
SEBANYAK .......c....... ORANG

© PPh PASAL 21 BERSIFAT FINAL

8. PENERIMA UANG PESANGON, UANG
TEBUSAN PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA
ATAU TABUNGAN HARI TUA YANG
DIBAYARKAN SEKALIGUS, DAN HADIAH
ATAU PENGHARGAAN PERLOMBAAN,
SEBANYAK ........ ORANG

9 PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN
PETUGAS PENJAJA BARANG DAGANGAN
(BUKAN PEGAWAL TETAP), SEBANYAK .........
ORANG

10, PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL,

ANGGOTA ABRI, DAN PENSIUNAN,
SEBANYAK .......... ORANG

® PPh PASAL 26

11 PEGAWAL/PEMBERI JASA DENGAN STATUS
WAJIB PAJAK LUAR NEGER] YANG ATAS
PENGHASILANNYA DIPOTONG PPh PAGAL 26,
SEBANYAK ...... ORANG

12. JUMILAEL 1, SDL 3300 g s RS
CATATAN:

BT oF

iy A TR T

PINDAHKAN ANGKA 12 JUMLAH 1S.D. 11........... ORANG) PADA KOLOM (2) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (2):

PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (3) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (3);
PINDAHKAN JUMLAH PADA KOLOM (5) KE FORMULIR 1721 HURUF F ANGKA 2 KOLOM (4).
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JDEPARTEMEN KEUANGAN
HREXTORAT JENDERAL P

LAMPIRAN III

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

FORMULIR
1721-C

DAFTAR PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PENGURUS, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS, DAN TENAGA AHLI

TAHUN TAKWIM

,

® LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1721

L]

ﬁ.%_»z> _umzoi.vzo PATAR. | ooooevsecmsaossomsrdipgherssersgsosross boegaiicsoessssasi

L v 0 I

H&»O;Z A : PENGURUS DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS
- PENGHASILAN BRUTO AL

O, NAMA DAN ALAMAT NPWP JABATAN (Rp) FEh A Auw_uu.ﬂmﬁs;m

(1 @) ) () (5) (6)

BAGIAN B : TENAGA AHLI

PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN SEBAGAI DASAR PPh PASAL 21 TERUTANG
No. NAMA DAN ALAMAT NPWP JENIS KEAHLIAN (Rp) PENERAPAN TARIF (Rp) (Rp)
) (s) (6) m

(h

@)

“)

CATATAN : JIKA FORMULIR NI TIDAK CUKUP. DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAT DENGAN BENTUK INI
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